BUPATI TAMNJUNG JABUNG TIMUR
PROVINGI JAMEI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

i

1.

i

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUE,

. bahwa sesual dengan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah
dan Ketribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang
vang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah;

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrh
dan Retribusi Dacrah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagsimana dimaksud

dalam huruf a dan hurmf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajek Daerah dan Retribusi daerah;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang MNomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo,
Kabuparen Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timmur [Lembaran Megara Rep;publik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969];
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara  RHepublik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomor 6398},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587| sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3601},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomo 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BY5T);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hulum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 6842);

Peratiran Pemerintah Nomaor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2010 Nomeor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemernntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabhun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Momor 44, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomaor 6646);

Peraturan Pemerintah Eepublik Indonesia Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu
Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneszia Nomor 6248);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor BBE1];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentleri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Mentenn Dalam Negerni Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam
Fenyelenggaraan  Penanganan Sampah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAEREAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
EETRIBUSI DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah  daerah  dan  dewan
perwakilan rakyat daerah menurul asas otonomi dan tugas
pembaniuan dengan prinsip otonomi scluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Keszatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemenintah Dacrah  adalah  Bupati  sebagal  unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.
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Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang selanjutnya disebut
dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tanjung Jabung Timur yang berkedudukan scbagal unsur
penyelengzara Pemerintah Daerah,

Pejabat adalabh Pegawai di Lingkup Pernerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang diberi tugas tertentu di bidang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atan modal yang
merupakan  kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun vang tidak melakukan usaha yang melipuli
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasam, OTRANISasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi vang terutang
sampai kKegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada
Wajibh Pajak  atau Wajih Eetribusi serta pengawasan
PEnVeLOTATIIIYA.

Pajak Daerah vang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan wvang hersifal memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Retribuai Daerah vang selanjutnya discbut Retribusi adalah

pungutan Daerah sebags pembayaran atas jasa atan
pemberian 1zin tertentu vang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, melipuati

pembayar pajak, pemotong pajek, dan peomungut pajak,
yvang mempunyval hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perandang- undangan,

Subjelk Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang
menggunakan,; menikmati pelayanan bharang, jasa,
dan /fatau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yvang
menurut  peraturan perundang-undangan  diwajibkan
untuk melakukan pembayvaran retrbusi,  termasuk
pemungut retribusi tertentu,
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau banpunan vang dimiliki, dikuasai, dan / atau
dimanfaatkan olch orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi vang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik vang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi,

Nilai Jual Objek Pajak wang sclanjuinya disingkat NJOP
adalah harga rata- rata yvang diperoleh dar tranzaksi jual
beli vang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang scjenis, atau nilai perolehan
bary, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan THak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnyva disingkat BPHTE adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah danj/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatlan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalabh hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di
atasnya, schagaimana dimaksud dalam undangundang di
hidang pertanahan dan Bangunan.

. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat

PBJT adalah Pajak vang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Barang dan Jasza Tertentu adalah barang dan jasa rertentu
yang dijual dan/atau diserahkan kepada Konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,
baik secara langsung maupun fidak langsung, atau melalni
pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan leyanan makanan
danfatau minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga listrik adalab tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik,

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, danfataun faszilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan uniuk ditempatkan di area parkir,
baik wvang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
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Jazsa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penvediaan atau
penyelenggaraan semua  jenis  tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian
uniuk dinkmati,

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Keklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media vang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkarn, menganjurkan,
mempromaosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuar.

Pajak Air Tanah vang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan
dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan vang selanjutnya
disingkat MBLE adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

Opsen  adalah  pungutan tambahan Pajak  menurut
persentase rertentil.

Opszen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya discbut
Opsen PEKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas
pokok PEB sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-

undangan.

Opszen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opszen BBNKEB adalah Opsen vang
dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun Pajak adalah jangka walitu yang lamanya 1 (satu]
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalender.

Masa Pajak adalah jangka walktu 1 {satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain vang diatur dengan peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalenderm yang
menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yvang terutang.

. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayarkan

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnya disinglkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajalk yang menentulkan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yvang selanjutnya disingkat
STPI} adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak




46,

47,

48.

49,

20,

a2

ad.

a4,

danfatau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda,

Suratl Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surar yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ataun
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, danjfatau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
Daerah,

Surat Pemberitahuan Wajib  Pajak  vang  selanjutnya
disiingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PRB-P2.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya

dizsingltat SPPT, adalah surat yang digunakan unruk
memberitahulan besaranya PEB-P2.

Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyvetoran Pajak wang ielah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar wyang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jurnlah  kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah
pajak vang masih harus dibavar.

. sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

vang selanjutnva disingkat SKPDKBT adalah  surat
ketetapan pajak yvang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang selanjutnyva
disingkat SKPDN, adalah surat Ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besar sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atan pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yvang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekelirnan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDEKE, SKPDKBT, SKPDINN,
SKPDLB, 8TPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPLB atau terhadap pemotongan  atau
permungutan oleh pihak ketiga yang ditujukan oleh wajib
pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding lterhadap Surat Putusan Keberatan yang
diajukan olch Wajib Pajak.
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. Jasa Umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

57. Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah yang dapal bersifat mencari
keuntungan karena pada dasarnyva dapal pula disediakan
olch scktor swasta.

. Perizinan Tertentu adalabh kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau PBadan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan rang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atan fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestaran
lingkungan.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan  bhatas  waktu bagi  wajib retrdbusi untuk
memanfaatkan jasa dan penizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah vang bersangkutan,

Surat Setoran Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkat
S8RD, adalah bukti pembayaran atau penyerotan retribusi
yvang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yvang tunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yvang
menentukan besamya  jumlah  pokok Retribusi  vang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, vang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
refribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayvaran
retribusi  karena jumlah  kredit retribusi lebih  besar
daripada Retribusi vang terutang atau scharusnya lidak
terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah, vang selanjutnya
disingkat STED adalah surat untuk melakukan tagihan
Eetribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan /atau denda.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan vang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribhadi atau Badan.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan seccara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laat,

Banpunan Gedung adalah wujud fisik hasil pckerjaan
konstruksi vang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sechapian atau scluruhnva berada di oatas danfatau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagail termpat
manusia melakukan kegiatannya, balk untuk hunian atau
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ternpat tinggal, kegiatan keagamasn, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan Gedung Cagar Budaya vang selanjuinva
disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah
ditetapkan statusnya sebagal bangunan cagar budaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
tentang cagar budaya,

Bangunan Gedung Hijau vang selanjutnya disingkat BGH
adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Telmis
bangunan Gedung dan memililkd kinera terukur secara
signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber
daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai
dengan funpgsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan
penyelenggaraannya.

Persetujuan Bangunan Gedung vang selanjutnya disingkat
PBG  adalah perizinan yang diberikan kepada permlik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesual dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung vang selanjutnya
disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang
selanjutnyva disebut RTB adalah dokumen vang berisi hasil
identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan
linglungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi resiko
pembongkaran, gambar rencana telnis Pembongkaran, dan
jadwal pelaksanaan pembongkaran,

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak
atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Perizinan Berusaha adalah legalitas vang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
danfatau kegiatannva.,

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah
WArga Nnegara asing pemegang visa dengan maksud bekerja
di wilayvah Indonesia.

. Rencana Penggpunaan Tenaga Kerja Asing vang selanjutnya

disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada
jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan
pengpunaan TKA vang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan atau pejabat vang ditunjuk.

Dana Kompensasi Penggpunaan Tenaga Kerna Asing vang
sclanjutnyva disingkat DEPTKA adalah kompensasi yang
harus dibayar oleh Pemberi Kerja THA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau
pendapatan daerah.
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Badan Layanan Umum Dacrah vang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daecrah dalam memberikan
pelavanan  kepada  masyarakat vang = mempunyai
flcksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan schagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan dacrah
pada umumnya

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penvidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan vang berlaku untuk mencari serla
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindakan pidana vang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya,

Penyidil adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai MNegeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

Penyidilan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi  daerah adalah  serangkaian Tindakan yang
dilakukan  oleh  Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bulai vang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAE II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

A.
b.
L Anl,

L - R =

PER-P2:
BFHTE;

PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenapa Listrik:

3. Jasa Perhotelan:

4. Jasa Parkir: dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
Pajak Reklame;

PAT:

Pajak MEBLE;

Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PEE; dan

Op=en BBNKE.
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Pasal 3

Jenis Pajak Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
vang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdin atas

a. PBB-F2;

b. Pajak Reklame;
g PAT;

d. Opsen PKB; dan
e, Opsen BEBENKB.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 vang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
terdir atas:

a. BPHTRE;
b, PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listril;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan:
¢. Pajak MBLE,; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua
PEB-P2

Paragraf 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 4

Objck PBB-P2 adalah Bumi danjfatan Bangunan vang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan wyang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) termasulk
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Yang dikecualikan dan objek PBB-FP2 schagaimana dimalssud
pada avat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau
pemanfaatan atas:

d. Bumi dan/atau Banpunan kantor Pemerintah, kantor
Pemenntahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara
lainnya vang dicatat sebagai barang milik negara atau
barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Banpunan yang dipunakan semata- mata
untuk melayarni  kepentingan  umum  di bidang
keagamaan, panti sosial, keschatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan vang semata-mata digunalkan
untuk tempat makam [kuburan|, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis,
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d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan
vang dikuasai olch desa, dan tanah negara vang belum
dibebani suatu hak;

e, Bumi dan/fatau Bangunan yang digunakan olch
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balil;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan
atan perwakilan lembaga internasional yvang ditetapkan
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi dan/atas Bangunan untuk jalur kereta api, moda
raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas rayva terpadu
(Light Rail Transit), atau yang sejenis,;

h. Bumi danjfataun  Bangunan tempat ringgal lainnya
berdasarkan MJOP tertentu vang ditetapkan oleh Bupat;
dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yvang dipungut Pajak Bumi dan
Bangunan oleh pemerintah pusat.

Paszal 5

Subjek PEB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu  hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atan memperoleh manfaat atas Bangunan,

Wajibh PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan vang secara
nyata mempunyai suatu  hak atas Bumi dan/atau
memperolelh manfaat atas Bumi, dan/atan memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Banpunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pazal &

Dasar pengenaan PEBE-P2 adalah NJOP.

NJOP schagaimana dimaksud pada avatr (1} ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-PZ.

NJOF tidak kena Pajak berupa Bangunan ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,00 {zepuluh juta rupiah) untulk setiap Wajib
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajalt memilild atau menguasai lebih dari
satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [3) hanya diberikan
atas salah sam objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajalk.

NJOP sebagaimana dimalesud pada ayat (1} ditetapkan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan  perkembangan
wilayah Daerah.
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Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Iebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan
untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

Dazar pengenaan FBB-P2 schagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% [dua puluh
persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dan NJOP
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atas  kelompok ohjek FBB-P2 dilakukan  dengan
mempertimbangkan, meliputi :

a. kenaikan NJOP hasil penilaian.
b. bentuk pemanfaatan objek pajak;,
c. ldasterisasi NJOF dalam satu wilayah Daerah; atau

Ketentuan mengenai persentase scbagaimana dimalksud
pada ayat (1} dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif FPBB-P2 ditetapkan ditetapkan sebagai berikout :

a. untuk objck pajak dengan NJOP sampai dengan
Ep.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif
Pajak sebesar 0,1% [nol koma satu persen) per tahun;

b. untuk Nilai objek Pajak dengan NJOP  diatas
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tanf
Pajak sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per
tahun.,

Tarif PBB-F2 atas objek berupa lahan produksi pangan
ditetapkan sebesar 0,09%.

Tarif PBBE-P2 ataz objck berupa lahan produksi ternak
ditetapkan sebesar 0,09%.,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan produksi
pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan
ayat (3) diatur dengan peraturan Bupat,

Pazal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 7 avat (1] dengan tarif PBBE-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 setelah dikurangi NJOP tidak kena
pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat [1}.
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Paragraf 3

Saal Terutang, dan Wilayah Permangutan Pajak
Pagal 10

Saat terutang FPBB-P2 ditetapken pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, danfatau pemanfaatan Bumi
danfatan Bangunan.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBBR-P2 yang
terutang sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januarl.

Paszal 11

Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di
wilayah Daerah vang meliputi letak objek PEB-F2,

Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayvah dacrah tempat
Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di
atasnya; dan

b. bangunan vyang berada di luar laut pedalaman dan
perairan darat vang konstruksi tekniknya terhubung
dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa
dan kabel bawah laut

Bagian Ketiga
BPHTE

Paragraf 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 12

Objek BPHTE adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan,

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

jual beli;

tulkar menukar;
hibah:

hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perservan atau badan huloam laing
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal
kekuatan hukum tetap;

10, penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

ok M B
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12. pemckaran usaha; alau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) meliputi:

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hal milik atas satunan ramah susun; dan

hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan:

ol - N -

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah,
penyvelengpara negara dan lembags negara lainnya yang
dicarat sebagai barang milik negara atau barang rmlik
Daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atan untuk pelaksanaan pembangunan  guna
kepentingan umurm;

e. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syvaratl tidak menjalankan usaha atau melalkukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;

&, oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hale atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian  objek BPHTE  bagl masvarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada avat (4)
huraf h yaitu untuk kepemilihan ramah pertama dengan
kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupafti,

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayal (3
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah vang diatur oleh Menternl vang
menyelengparakan  urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paszal 13

Subyek Pajak BPHTH adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
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Wajib Pajak BPHTE adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh  Hak atas Tanah danfatau Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tanf,
dan Cara Penghitungan Pajak

FPasal 14

Dasar pengenaan BPHTE adalah orang pribadi atau Badan
yvang memperoleh Hak atas Tanah danj/atau Bangunan,

Nilen perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
aval (1) ditetapkan sebagai berikut;

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peraliban,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru
atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

¢. harga transaksi yvang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek Pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah
dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenasn Pajak
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTE yang digunakan adalah NJOP wvang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan.

Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan pulub juta
rupiah] untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah
Daerah.

Dalam hal perclehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2] huraf a
angka 4 dan angka 5 yang ditenima orang pribadi vang masih
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi  hibah wasiat atau  waris, termasuk
suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetaplkan sebesar 5% (lima persen).



Pasal 16

Bezaran pokok BPFHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek
Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
aval (4) atau ayat [3), dengan taril BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15,

(1)

(2}

3]

(4]

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 17

Saat terutang BPHTE ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah danfatan Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandaranganinya petjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;

b, pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukarmenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
vang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekatran usaha, dan atau hadiah;

c. pada tangeal penerima warls atau vang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaltarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan vang mempunyvai
Kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannva surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak bara atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hal;

f. pada tanggal diterbitkannyva surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atan Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTE
untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

Dalam hal terjadi perubehan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinva akta jual
beli mengakibatlkan :

a. Jumlah BPHTE lebih dibayar atau tidak teratang, Wajin
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembavaran BPHTB atau

b, Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayvaran kekurangan dimaksud.

BPHTE yang terutang atau pemindaban hak karena jual beli

paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual
beli.




(3) BPHTE yang tetutang dipungut di wilayah Daerah tempat
tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

Dalam hal perolchan Hak dan atas Tanah dan/atau Bangunan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
bukan merupakan objck PBHTB, Bupat dapat menerbitkan
surat keterangan bukan objelkk BPHTE.

Bagian Keempat
PEJT

Paragraf |
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penverahan, dan/fataug
konsumsi Barang dan Jasa Tertentu vang reliputi:

Makanan dan/atau Minuman,
Tenaga Listril;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir, dan

Jasa Kesenian dan Hiburan.

o pogE

Paragraf 2
Penjualan dan/atau Penyerahan
Makanan dan/atau Minuman

Pazal 20

(1) Penjualan  dan/atau penyerahan Makanan danfatan
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran vang paling sedikit menyediakan lavanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. Penyedia jasa boga atau katering vang melakukan;

1. proses penyediaan bahan beku dan bahan setengah
jadi, pembuatan, penvimpanan, serta penyajian
berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi vang diinginkan oleh pemesan dan
berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan damn
penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
DETUEASTIVA;

2) Yang dikecualikan dari objek PBJT scbagaimana dimaksud
pada avat (1) adalah penyverahan Maksanan dan/atau
Minuman:



(1]

(2)

(1)

a. dengan peredaran usaha  tidak  melebihi | batas
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rapiah) per tahun;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yvang tidak

semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau

dilakukan oleh pabrik Makanan danfatau Minuman; atan

d. dizediakan oleh penyvedia fasilitas yvang kegiatan usaha
utamanya menyvediakan pelavanan jasa menunggu
pesawat (lounge] pada bandar udara,

I

Paragraf 3
Konsumsi Tenaga Listrik

Pasal 21

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh
pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari  konsumsi  Tenaga  Listnk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya,

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yvang digunakan
oleh  kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing
berdasarkan asas timbal balik:

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendin dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dar
instansi teknis terkait.

Paragraf 4
Jaza Perhotelan

Pasal 22

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
hurul ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
poriunjangnya, serta penyewaan raang rapat/pertemuan
pada penyedia jasa perholelan seperti:

hotel;

hostel;

vila;

pondok wisata;

motel;

loamen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan/ guesthouse/bungalo/ resort cottage,
tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
dan

glamping.
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Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jasa tcmpat tinggal asrama vang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, pant
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis;

¢. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jaza Parkir

Pasal 23

Jasa Parldr scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huraf d
meliputi:

a. penyediaan atau penvelenggaraan tempat parkir; dan/
ataun;
b. pelayanan memarkirkan kendaraan [parkir valet);

Yang dikecualikan dari jasa penyvediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir vang diselenggarakan oleh pemerintah
pusat dan Pemerintah Daerah;

b. jaza tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran
yvang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yvang diselenggarakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas
tirnbal balik;

Paragrafl 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 24

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 19 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya
vang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi
tertentu;

. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busans;
kontes kecantikan;
kontes binaraga;
pameran;
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

. permainan ketangkasan;
olahrapga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang
dan,/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga
dan kebugaran;
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(2)

(1)

(2)

(1]
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j- rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana  budaya, wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

k. pant pijat dan pijat refleksi; dan

. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayvat [1) adalah Jasa Kesenian
dan Hiburan vang semata-mata untulks:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut
bavaran;

b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut
bavaran; dan/atan

Paragrat 7
Subjek PBJT

Pasal 25

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa
Tertentu.

Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yvang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/fatau konsumsi
Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

Dasar pengenaan PBRJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh
konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penvedia
Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman;

b. nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan:

d. jumlah pembavaran kepada penvedia atau penyelenggara
tempat parkir dan/atau penyvedia pelayanan memarkirkan
kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

¢. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian
dan hiburan.

Dalam hal pembayvaran menggunakan voucer (kupon, tiket,
atau kartu hadiah/gift card, termasuk yang dalam bentuk
elektornik) atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai
rupiah atau mata wuang lain, dasar pengenaan PBJT
ditetapkan scbesar nilai rupiah atau mata uang lainnya
tersebut.



(3]

(4]

(1)

(2]

(3}

(%)

(1)

(2)

Dalammn  hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], dasar pengenaan PRJT dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis vang berlaku
di wilayah Daerah vang bersanglutan.

Dalam  hal Pemerintah Daerah menetapkan  kebijakan
pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat
kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkdir
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurmaf d, Pemerintah
Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif
parkir scbelum dikenakan potongan.

Paragraf 9
Tarif PBJT

Pasal 27

Nilai Jual Tenaga Listrik scbagaimana dimaksud dalam [Pasal
260 ayvat (1) huruf b ditetapkan untuk ;

A, Tenapga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran; dan
b. Tenaga Listrik vang dihasilkan sendiri.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untulk Tenaga
Listrik vang berasal dan sumber lain dengan pembayaran
sebapgaimana pada avat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagthan biava/beban tetap ditambah dengan biava
pemakaian kWh /variable vang ditagihkan dalam rekening
listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar,

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yang dihasilkan sendiri scbagaimana dimalksud pada
ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan @

a. kapasitas tersedia;

b, tingkatl pengegunaan listrik;

¢, jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik vang berlaku di wilayah Daecrah.

Nilai jual Tenaga Listrik yvang ditetapkan untuk Tenaga
Listrilk yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada avat (2] huraf a, dan
ketentauan tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 avat |2) penyedia tenaga listrik
schagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan
Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk pengpgunaan
Tenaga Listrik vang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

Tarif PBJT Penjualan danfatau penyerahan Makanan
dan/atau Minuman scbagaimana dim aksud dalam Pasal 19
huruf a ditetapkan scbesar 10% (sepuluh persen).

Tarif PBJT Tenags Listrik sebagaimena dimaksud dalam
Pasal 19 huraf b ditetapkan sebesar 109 [sepuluh persen)



(3)

(4]

[5]

(6]

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :

H.

Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain bukan oleh
industri, pertambangan minvak bumi dan gas alam
ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf ¢ ditetapkan sebesar 10%: [sepuluh persen).

Tarif PBJT .Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 hurutf d ditetaplkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Taril PBJT Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 19 huruf e ditetapkan sebagai berikut ;

.

i

e o

m

tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnva
yvang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi
tertentu sebesar 10% (sepuluh persen);

pergelaran  kesenian, musik, tari, dan/atau busana
sebesar 10% (sepuluh persen);

kontes kecantikan sebesar 10% [sepuluh persen);

kontes hinaraga sebesar 10% (sepuluh persen):

pameran sebegar 10% [sepuluh persen);

pertunjukan  sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10%
{sepuluh persen);

pacuan kuda dan perlombaan kendaran bermotor sebesar
10%; (sepuluh persen);

permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh perszen|;
olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga
dan kebugaran sebesar 10% (sepuluh persen);

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budaeya, wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata dan kebun binatang sebesar
10%: (sepuluh persen);

panti pijat dan pijat refleksi sebesar 10% (sepuluh
persen);

diskotel, karaolke elkselatif, kelab malam, bar/pub, dan
mandi vap/spa sebesar 5% (tujuh puluh lima persen);
dan

m, karaoke keluarga sebesar 50% (lima puluh persen}.

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23,

Paragraf 10
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 30

(1] Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :



. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJ1

pembayaran/penyerahan atas  Makanan  dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
atas Tenaga Listrik;

pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

- pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat

parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;

. pembayaran/penyerahan  atas  Jasa  Kesenian dan

Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2} Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang adalah wilavah
Diaerah tempat layanan atas Barang dan Jasa Tertentu
dijual, dikonsumsi, dan /atau diserahkan,

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragral 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 31

(1} Objek Pajak HReklame adalah  semua  penyelenggaraan
Reklame.

(2] Objek Pajak Reklame sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
meliputi;

Homsp A oo

Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
Reklame kain;

Relklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Eeklame udara;

Feklame apung;

. Reklame film/ slide; dan

Reklame peragaan.

(3] Yang dikecuabkan dar objek Pajak Reklame adalah:

(5

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

. label/merek produk yang melekat pada barang vang

diperdagangkan, vang berfungsi untuk memhbedakan dari
prodduk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada banpgunan dan/ atau di dalam area tempat usaha
atan profesi vang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan
Reklamenya diatur dalam peraturan Bupati denpgan
berpedoman pada  ketentuan yang mengatur tentang
nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

. Reklame wyang disclenggarakan oleh pemerintah pusat

atau Pemerintah Dacrah;

. Reklame yang disclenggarakan dalam rangka kegatan

politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan
iklan komersial.




(1)

(2]

(1)
{2

(3

(4]

Pasal 32

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan vang
menggunakan Reklame,

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan vang
menyelenggarakan Heklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,

dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 33

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa  Heklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontralk Rellame.

Dalarn hal Reklame diselenggarakan sendird, nilai sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor:

jenis,

bahan yang digunakan,

lokasi penempatan,

waktu penayangan,

jengksa wakiu penyelenggaraan,

jumlah, dan

ukuran media Reldame.

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai
sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Perhitungan nilai sewa HReklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

oo oOR

Pa=zal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% [dua puluh lima
persenj.

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Heklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat {1) dengan taril Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak



(1]

(2]

(3]

(1)

{2)

{1)

1<)

(1)
12)

Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya
penvelenggaraan Reklame.

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame vang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan
Reklame.

Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2] huruf e, Pajak Reklame vang
terutang dipungut di wilayah Daersh tempat usaha
penvelengpara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Ohjek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 37

Objek PAT adalah pengambilan dan/atan pemanfaatan Air
Tanah.

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan
untulk:

a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyart;

¢. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat;

e. keperluan keagamaan,

f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah
pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah vang
bukan untuk tujuan komersial.

Pasal 38

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan  yvang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah,

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakulan
pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

Dasar pengenaan PAT adalah nilal perolehan Air Tanah.
Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan

bobot Air Tanah.




(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan  berdasarkan  biaya  pemeliharaan  dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayvat (2
dinyatakan dalam koefisien vang didasarkan atas faktor-
faktor berikut:

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tjuan pengambilan dan/atau pemanifaatan air;

. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kkualitas air; dan

tinglkat kerusakan lingkungan yang diakibalkan olch
pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

Mmoo o

[5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan peraturan
Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah
vang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paszal 40

Taril PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persenj.

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40.

Paragraf 3
saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 42

(1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinva
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah,

(2] Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf |
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak



Pazal 43

{1) Objek Pajak MBLE adalah kegiatan pengambilan MELE yvang
melipaiti

ashes:
batu tulis;
balu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
hetitonit;
dolormite;
feldsparn,
garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;
kealsir:
kaolin;
leuisit;
magnesit;
mika;
TIEITTICT;
nitrat;
obsidian;
oker;
pasir dan kerilal;
pasir kuarsa;
poerlit;
fosfat;
. talks;
. tanah serap (fuller earthj;
tanah diatom;
. tanah liat;
tawas (alum);
tras:
. yarosit;
. ztolit;
basal;
trakhit;
. belerang;
MBLE ikmitan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm.MBLE lainnya sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2] Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB szebagaimana
dimaksud pada ayat [1) meliputi pengambilan MBLB:
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a. untuk keperluan  rumah  tangga dan  tidak
diperjualbelikan,/ dipindahtangankan; dan

b. untuk keperluan pemancangan tang bstrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya
yang ldak mengubah fungsi permukaan tanah,



Pasal 44

{1} Subjek Pajak MBLE adalah orang pribadi atau Badan yvang
mengambil MBLE,

{2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLE.

Paragrafl 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 45

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLE adalah nilai jual hasil
pengambilan MBLE.

(2) MNilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengamhbilan MEBLB
dengan harga patokan tHiap-tiap jenis MBLE.

{3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis
MBLE pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

{4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara,

Pazal 46

Tarif Pajak MBLE ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perzen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB 2 secbapaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 48

1) Saat terutang Pajak MBLE ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLE di mulat tambang,.

(2] Wilayah Pemmungutan Pajak MBLB yvang terutang merupakan
Wilayah Daerah tempat pengambilan MELB.



Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragaraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 49

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2] Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet
schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan
garang Burung Walet vang telah dikenakan penerimaan
negara bukan pajak.

Pasal 50

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atan
mengusahakan sarang Burung Walet.

(2] Wajib Pajak Sarang Bumung Walet adalah adalah orang
pribadi atau Badan yvang melakukan pengambilan dan/atan
mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Diasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pazal 51

1] Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai
jual sarahg Burung Walet.

{2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dihitung berdasarkan perkalian antara harpa
pasaran umum sarang Burang Walet vang berlalou di Daerah
yvang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (limsa
persen).

Pasal 53

Besaran pokeok Pajak Sarang Burung Walet vang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat (1)
dengan tanf Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 52.



Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 54
(1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada
saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
Burung Walet.
(2} Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang

terutang merupakan Wilaveh Daerah tempat pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet,

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragaraf 1
Ohjek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 532

Opszen PEB dikenakan atas pajak terutang dan PEB.

Pasal 56

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib FKB.

(2) Pemungutan Opsen PEKE  dilakukan bersamaan dengan
Pemungutan Pajak terutang dan PEE,

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 57

Dasar pengenaan untulk Opsen PEB merupalan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam
persen) dihitung dari besaran pajak terutang,.

Pasal 59

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang adalah dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen  FPEB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tanl Opsen
PKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.



Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 60

(1] Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

(2] Wilayah Pemungutan Opsen PEKE vang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar,

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragaraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 61

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BENKB

Pasal 62

(1) Wajib Pajak Opsen BBENKB merupakan Wajib Pajak BENEE,

(2) Pemungutan Opsen BBNKEB dilakukan bersamaan dengan
Femungutan Pajak terutang dari BEENKB.

Paragaraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNEKE merupakan BBNEE
terutang.

Pasal 64
Taril opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% [enam puluh enam
persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 65
Besaran polkok Opsen BBNEKB yang tcrutang adalah dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BENEKE

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tanf Opsen
BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,
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Paragrafl 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pazal /6

Saat terutangnya Opsen BBNKBE ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKE,

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB vang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermaotor
terdaftar.

Bapgian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 67

Hasil penerimaan atas jenis pajak beriloat

a. Opsen PKB

b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan

c. PAT,

dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah
ditentukan pengunaannya,

Hasil penerimaan Opsen PKB sebapaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% [zepuluh
persen)] unfuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
setta peningkatan moda dan sarana transportasi umuaim.

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit
10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan
umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan
jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan
kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi penvedisan  dan
permeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta
pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik uniuk
penerangan jalan umum.

Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, alokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen)
untuk pencegahan, penanggulanagan, dan  permulihan
pencemaran dan/atau kerusaksan linglungan hidup dalam
Darah yvang berdampak terhadap kualitas dan kaantitas air
tanah, meliputi ;

a. Penanaman pohon;
b, Pembuatan lubang atau sumur resapan
€. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. Pengelolaan limbah
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Bagian Keduabelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 63

Saat teratang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi arau
Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektil atas
suatu jermis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam
masga Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun
Pajak sesuad dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan perpajakan daerah,

Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungnt
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2], kecuali
untuk BPHTE zebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2}
huruf a.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetaplkan
untuk jangka waktu 1 [satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain paling lama 3 {tiga) bulan kalender, vang menjadi
dazar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak vang terutang.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (saru] tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yvang tidak sama dengan tahun kalender,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun
Pajak dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada
ayval (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAE III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 69

Jenis Retribusi terdin :

a. Hetnibusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
o, Retribusi Perizinan Tertentu:

Objek Retribusi  adalah  penyediaan/pelayanan  barang
dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada crang
pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek Pelayanan Jasa Umum, Pelayanan
Jasa Usaha, dan Pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau
perizinan vang dilakukan olch pemerintah, BUMN, BUMD
dan pihak swasta,
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Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan wvang
menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau
perizinan.

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayart (3] wajib
membayar atas layanan yang digunakan /dinikmari.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Fasal 70

Jenis pelavanan yang merupakan objek Retribusi Jasa
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a
melipnari:

a. Pelayanan Kesechatan;
b. pelavanan kebersihan;
¢, pelavanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan pelayanan
vang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan kewenangan Daerah scbagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelavanan yang diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas
pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], penvesuaian detail rincian objek diatur dalam
Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. tidak hbertentangan  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investazi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tingg,

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayar (4)
disampaikan  kepada menteri wyang menyelengparakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang
menyelengegarakan urusan pemerintahan dalam negerd, dan
DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan
Bupati ditetapkan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dirnaksud pada avat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara,
badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.



Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Ohjek Retribusi, Subjek Retribusi, dan
Wajib Retribusi

Pasal 71

Pelayanan Kesechatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayvat (1) huruf a adalah Pelayanan Kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,
rumah sakit umum daerah, dan tempat kesehatan lainnya vang
sejenis yang dimiliki danfatau dikelola Pemerintah Daerah,
kecuali pelavanan administrasi.

Pasal 72

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah
pelavanan kesehatan vang dilalukan oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasra.

Paragral 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran [ vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah
ini.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 74

(1} Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal
70 ayat (1) huwruf b adalah pelayanan kebersihan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/fatau lokasi
pembuangan akhir sampah / pengolahan atan
pemusnahan akhir sampah;



c. penyedian lokasi pembuangan / pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penvedotan kalkus; dan

¢. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan
industri.

(2} Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum,
taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya,

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum alas
pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 76

Pelayvanan partkir di tepi jalan wmum sebagaimana dimalesucd
dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c adalah penyvediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Paragraf 3
Struktur dan Besamya Tarf Retribusi

Pasal 77

Struktur dan besarnva tarif Retribusi Jasa Umum atas
pelayvanan parkir di tepi jalan umum tercantum  dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Paragraf |
Objek Retribusi, Subjek Eetnibusi,
dan Wajib Retribusi



Pasal T8

Pelayanan Pasar sehagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana,
berupa plataran, los, kios vang dikelola Pemerintah Daerah,

(1)

(2]

(1]

2]
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2]

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasgal 79

Tarif Retnbusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan
nilai rupiah vang ditetapkan untuk menghitung besarnva
Retribusi terutang.

Struktur dan besarmmya tarf Retrnibusi Jasa Umum atas
pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahlkan dari peraturan Daerah ini.

Paszal 80

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atan
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa
Umum.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau
Badan wang menumt Peraturan Perundang-Undangan
diwajibkan untmuk melakukan pembavaran Retribusi atas
Pelayanan Jasa Urmurmn.

Bagian Ketujuh
Tingkat Penggunaan atas Pelayanan Jasa Umum

Paszal &1

Tingkat penggunaan jasa atas pelavanan Jasa Umum
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alolkasi beban biava vang dipikul Pemerintah Daerah untule
penyelenggaraan jasa vang bersangkutan;

Tingkat penggunasan jasa atas pelavanan Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tetapkan dengan
ketentuan;

a. Pelayanan  Kesehatan diukur berdasarkan  jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka wakiu
pelayanan;

b. Pelayanan  kebersihan diukur berdasarkan  jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis
sampah atau limbah kakus atau lirmbar cair,

c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan
jenis kendaraan, jenis/Kawasan lokasi parkir, frekuensi
pelayanan dan/atau jankga wakiu pemakaian tempat
parkir.



d. Pelayanan  pasar diukur berdasarkan frekuensi
pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pada
danfatau jenis pemakaian fasilitas pasar: dan

e. Pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas
jalan tepat pemberian pelayanan, wakiu penggunaan
pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor,

(3] Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kesehatan bagi
penjamin BPJS Keschatan atau BPJS Ketenagakerjaan
dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. {Avat ini
bersifat opsional)

Bagian Kedelapan
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Umum

Paszsal 82

(1] Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum ditetapkan dengan memperhatikan biava penvediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efekiivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut,

(2] Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biayva
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biava
tmodal,

(3] Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penvediaan jasa, penetapan tarfi hanya untuk menutup
sehagaian biava.

[4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa
Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perudang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Kesembilan
Retribusi Jasa Usaha

Paszal 83

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa vang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huraf b meliputi;

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,

dan  hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam

lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:

pelayanan jasa ke pelabuhanan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

w0 oA
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h. pelayanan penyvebrangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan air;

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

j. pemanfaatan aset Daerah wvang tidak mengganggu
penyelenggaraan tupas dan fungsi organisasi perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daecrah

berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelavanan vang diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detail nncian objek atas
pelayanan vang diberikan oleh BLUD scbagaimana dimaksud
pada ayat {3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam
peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. tidak Dbertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
disampaikan Kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di bhidang keuangan, menleri  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negerd, dan
DPFRD paling lambat 7 (tajuh) han kerja sejak peraturan
Bupati ditetapkan.

Dikecualikan dari ohjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa vang dilakukan
oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD,
dan pihak swasta,

Pasal 84

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau

Badan wvang menggunakan/menikmati pelayvanan Jasa
Usaha.

Wajibh Hetribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau
Badan wvang menurut Peraturan Perundang-Undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
Pelayanan Jasa Usaha.



Bagian Kesepuluh
Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Kegiatan
Usaha Berupa Pazar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Penvediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan
usaha berupa fasilitaz pasar grosir, dan fasilitas
pasar /pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha
laainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

(1} Tarif Retribusgi Jasa Usaha atas Penyediaan Kegiatan Usaha
Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya retribusi terutang,

{2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Ussha atas
penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan,
dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dar peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelasz
Retribusi Jaga Usaha atas Penyediaan Tempat
Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan
Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya
dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 87

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan
hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan

tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854
ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas
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laginnya dalam lingkungan tempat pelelangan vang
disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] merupakan tempat yang disewa oleh
Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan scbagai
tempat pelelangan.

Paragrat 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 88

Tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan,
Termak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Faszilitas
Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupskan
nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya
retribusi terutang,.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
penyediaan lempat pelelangan ikan, ternalk, hasil bumi dan
hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan
tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Il yvang mermpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penyediaan Tempat Pelelangan lkan, Ternak, Hasil Bumi dan
Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan
Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan
vang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan
hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnva
yvang disediakan di tempat pelelangan.

Termasuk penvediaan tempat pelelangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] adalah tempat vang disewa oleh
Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai

lempal pelelangan.

Bagian Keduabelas
Retribusl Jasa Usaha atas Penyediaan
Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjck Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Penyediaan tempat KkKhusus parkir di luar badan jalan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hurmf ¢ adalah
penyvediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan wvang
dizsediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Paragrafl 3
Struktur dan Besamya Tarnf Retribusi

Pasal 90

(1} Tanf Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung
besarnya Rerribusi terutang.

(2) Struktur dan besarnya tarifl Retribusi Jasa Usaha atas
tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah
ini.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Rerribuasi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d adalah penyediaan
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa wvang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Dacrah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 92

(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa merupakan nilai rupiah vang ditetapkan
untuk menghitung besarmya Retribusi terutang.

{2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan/vila
sebagaimana dimaksud pada avat (1} tercantum  dalam
Lampiran II yang metupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan
Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribuisi



Pazal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1} huruf e adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong, yang disediakan, dimiliki, danfatau dikelola oleh
Pemerintah Dasrah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarmya Tarif Retribusi

Pasal 94

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung
besarnya Hetribusi terutang,

{2) Struktur dan besamya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
pelayvanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran II vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah
iri.

Bagian Kelimabelas
Retribusi Jasa Usaha
atas Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 95

Pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 ayat (1) huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas
kepalabuhanan termasuk, yvang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarmya Tarif Retribusi

Pasal 96

i1} Tarif Retribusi Pelayanan kepelabuhanan merupakan nilai
rupiah yvang ditetapkan untuk menghitung besamya
Retribusi terutang.

12} Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat
[1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.



Bagian Keenambelas
Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan
Tempat Rekreasi, Pariwizata, dan Olahraga

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 97

Pelayanan  tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 98

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan
Olahraga merupakan nilai rupiah vang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi terutang,

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
pelayanan  tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Retribusi Jasa Usaha atas Penyebrangan

orang atau Barang dengan Menggunakan
HKendaraan Air

Paragraf |
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Paszal 99

Penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 avat (1)
huruf h adalah pelayanan tempat Penyebrangan orang atau
Barang dengan menggunakan kendaraan air vang disediakan,
dimilild, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah Daerah.




Paragraf 3
atruakiur dan Besarnva Tarif Retribusi

Pasal 100

(1) Tarif Retribusi Penyebrangan orang atau Barang dengan
Menggunakan Kendaraan Air merapakan nilai rupiah vang
ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.

(2) Btruktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
penyebrangan orang atau barang denpan menggunakan
kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Il vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Daerah ini,

Bagian Kedelapanhelas
Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan
Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 101

Penjualan Hasil Produksi Ussha Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i adalah
penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragral 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

(1) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah
Dacrah merupakan nilai rupiah vang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi lerutang,

i2}) Struktur dan besamya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
penjualan  hasil produksi wusaha Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum  dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas
Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi




Pasal 103

Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan aset Daerah vang
tidak mengganggu penyvelenggaraan tugas dan fungsi organizasi
peranglkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan  barang milik
daerah.

Paragraf 3
struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pa=zal 104

(1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai

rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnva
Retribusi terutang,

(2] Struktur dan besarmmya tarif Retribusi Jasa Usaha atas
pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran 1T yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

(1} Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara
penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan
Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah
berupa :

4. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 [sat) tahun,;
b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan inftrastrukiur,

Tata cara penghitungan tariinya diatur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ Yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perda ini.

(2] Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dapat dilalkukan wuntuk setiap pelaksanaan
pemanfaatan barang milik Daerah;

(3] Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah scbagaimana
dimaksud pada ayart [3) dilaksanan dengan ketentuan:

a. Tidak bertentangan dengan peraturan perandang-
undangan yang lebih tingg;

b. Tidak menghambat iklim invenstasi di Daerah; dan

o, Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(4] Pemanfaatan barang milik Dacrah scbagaimana dimaksud
pada avat (2) dilaksanakan sesual dengen  Ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan barang milik Daerah.



(3]

(6]

(7)

(1)

(2)

Tarfi Retribusi ditinjau kembalin paling lama 3 (tiga) tahun
selali.

Penitjjauan tarf Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi .JJasa Usaha.

Tarif Retribusi hasil peninjuan sebagaimana dimaksud
avat (7} ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
merupakan jumlah penggunaan jasa vang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yvang bersangkutan,

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diulour berdasarkan
luas rempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau janghka
wakiu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan,
dati/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas
tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka
waltu pemakaian fasilias tempat pelelangan;

¢. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
diukur berdasarkan  jenis kendaraan, frekuensi
pelayanan, dan/fatau jangka waktu pemakaian fasilitas
temprat khusus parkir di luar badan jalan;

d. penvediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau
vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuens:
pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas
tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

e, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur
berdasarkan jenis hewan tenak, jenis palayanan,
freluensi pelayvanan, dan/atau jangka walttu pemakaian
fasilitas Tumah potong hewan;

f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan
frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas
kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume
pengpunaan pelayanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahrags
diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan,
dan/fatau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat
relareasi, parwisata, dan olahraga;

h. pelayanan penyebrangan di air diukur berdasarkan
frelouensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemalaian
fazilitas penyebrangan di air;

i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan
jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis

pemanfaatan aset Jenis pelayanan, [rekuensi pelayanan,
dan/atau jangka waktu pemanfaalan aset Daerah;



(1)

12)

(3]

Pasal 107

Prinsip dan sasaran dalam penctapan besarnya tarif Retribusi
Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang
layak,

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah keuntungan wang diperoleh apabila pelayanan jasa
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penectapan tarf retribusi Jasa
Usaha yvang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai BLUD.

Pasal 108

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(1]

(2}

(3]

(1)

(2]

Bagian Keduapuluh
Retribugi Perizrinan Tertentu

Pasal 109

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf ¢ meliputi:

a. PBG; dan
b. penggunaan TEKA.

Pelayanan schagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Periznan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yaitu pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh pemernntah pusat, badan
usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pas=al 110

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi
atan Badan vyang mengpunakan/menikmati pemberian
Perizinan Tertentu.

Wajib Retribusi Perizianan Tertentu adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
pemberian Perizinan Tertentu.



(1]

(2]

(3

14)

Bagian Keduapuluhsatu
Retribusi Perizinan Tertentu atas
Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribuasi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 111

Pelayanan PBG scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10U
ayat (1} huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF Banpunan
Gedung atau prasarana Bangunan Gedung oleh Pemeriniah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penerbitan PBG dan SLF scbhagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi;

a, kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar tekmis;
b. penerbitan PBG;

c. inspeksi Bangunan Gedung;

d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan

e. pencetakan plakat SLF.

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbanpun dan belum
memiliki PBG dan fatau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
perubahan fungsi Bangunan Gedung;
perubahan lapis Bangunan Gedung:
perubahan luas Bangunan Gedung;
perubahan tampak Banpunan Gedung;
perubahan spesifikasi dan dimensi Struktur pada
Bangunan Gedung vyang mempengaruhi aspek
kezelamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/fatau pengembangan BGCB; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung vang terletak di kawasan
cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekeraan
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

L

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) vaitu pemberian izin
persefujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan
atau peribadatan.



(1)

(2]

(3]

(4]

(=]

(B)

(1

(2)

3]

Paragral 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan .Jasa

Pasal 112

Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunasn jasa atas pelayanan
dan harga satuan Retribusi PBG.

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayvanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan
formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan
penyediaan pelayanan.

Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung;
alau

B, hargas satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
uniuk Prasarana Bangunan Gedung.

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terdiri atas
formula untul:

a. Bangunan Gedung; dan
b, prasarana Bangunan Gedung,

Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huraf a terdiri atas:

a. indeks lokasi;

k. luas total lantai;

c. indeks terintegrasi; dan

d. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat {4) hurul b terdiri
atas:

a. volume;
b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pazal 113

Indeks Terintegrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (5] hurufl ¢ dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung.

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayar
(1) dikclompokkan sebagai berilout:

hunian;

keagamaan;

usaha;

sosial dan budava; dan

khusus.

dR0Tp

Selain fungsi bangunan gedung scbagaimana dimaksud pada
ayat (2], fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi
carmpuran.



(4} Klasifikasi bangunan gedung schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:

a, tngkat kompleksitas;

b. tingkat permanensi;

c. ketinggian bangunan gedung; dan
d. kepemilikan bangunan gedung.

(5} Indeks Banpunan Gedung Terbangun  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat [6] huraf ¢ meliputi;
a, pembanpgunan bangunan gedung bara;
b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
c. pelestarian/pemugaran,

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam
Penetapan Strukiur dan Besarnya Tarif

Pagal 114

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi
Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG didasarkan pada
tujuan untuk menutup seluruh biayva penyelenggaraan
penerbitan PBG dan SLF.

[2] Biaya penvelenggaraan penerbitan PBG dan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) meliputi;

biaya penerbitan dokumen;

PETEEWASHD;

penegakan hukuam;

penatausahaan; dan/atan

biava dampak negatil dari penerbitan terscbut

(3] Pelayanan PEG sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), biava
penyclenggaraan layanan mengacu  pada ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai  Bangunan
Gedung

oAn o

Paragaraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pazal 115

Rincian perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG
tercantum dalam lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhdua
Retribusi Perizinan Tertentu
atas Penggunasan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribust,
dan Wajib Retribusi



(1)

(<)

Fasal 116

Pelayanan Pengeunaan TEKA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) huruf b adalah pengesahan RPTEA
perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:

instansi pemerintah;

perwalkilan negara asing;

badan internasional,;

lembaga sosial;

lembaga keagamaan; dan

jabatran tertentu di lembaga pendidikan.

o ApoB

Paragrafl 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu atas
Penggunaan TKA berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan
dan/atau jangka wakiu pelayanan.

(1)

(2]

i3)

Paragaraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pazsal 118

Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukiur dan besamya
tarif retribusi perpanjangan RPTKA didasarkan pada tujuan
untuk  menutup scbagian biaya penyelenggaraan
perpanjangan EPTKA.

Biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} meliputi:

a. penerbitan dolumen;

b. penpawasan;

c. penegakan hukum;

d. penatausahaan; dan/atau

e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pelavanan Pengesahan RPTEA perpanjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116, biaya penyelenggaraan
pemberian  izin mengacu pada ketentuan perundang-
undangan mengenai penggunaan TEA.



1]

2]

[3)

1]

12)

(1}

(2]

3]

(1]

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

Struktur dan besarnya tarif Refribusi Penggunasan TEA
tercantum dalam Lampiran [T yang merupakan bagian tidak
terpizahkan dari Peraturan Daerah inir

Retribusi Penggpunaan TEA schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibavarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan
nilai kury yang berlaku pada saat penerbitan SKRD,

Pemberi tenaga Kerja TEKA yang mempekerjakan TEA kurang
dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan
TKA sebeszar 1 (satu] bulan penuh.

Pasal 120

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan
untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinvatakan dalam satuan mata uang sclain rupiah,
pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan
dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kuars
pada  saal terutang yang ditetapkan oleh meteri vang
menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang keuangan
untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Keduapuluhtiga
Pemanfaatan Penerimaat Retribusi

Pasal 121

Pemanfaalan dari penerimasan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan wang berkaitan
langsung dengan  penyelenggaraan  pelayanan  yang
bersanghkutan.

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi vang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
diatur dengan Peoraturan Bupats.

Bagian Keduapuluhempal
Peninjauan Tarif Retribusi
Pazsal 122

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 [tiga) tahun
sckall.



(2]

(3]

(4]

(5)

(1]

(2}

(3

(4]

(=]

(1)
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Peninjauan  tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan mdeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi

Peninjauan besaran tarif retribusi schagaimnana dimaksud
pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan
terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN
atal SHET dan Indeks Lokalitas.

Peninjauan besaran leril retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri vang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan

Tarif Retribusi hasil peninjausn sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAR IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 123

Dokumen vang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis
Pajak wang dipungut berdasarkan penetapan  Bupati
antara lain adalah surat keretapan pajak dacrah dan surat
pemberitahuan pajak terutang,

Dokumen yvang dipunakan scbagai dasar pemungutan jenis
pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara
lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

Dolkumen pemberitahuan  pajak  daerah  sebagaimana
dimaksud pada svat [2) wajib diisi dengan benar dan lengkap
serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Besaran retribus! terulang ditetapkan dengan SKRD amaw
dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen
tercetak maupun dokumen elektronik.

Dokumen lain yvang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada avat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan,
surat perjanjian, dari aplikasi pclayanan atau perizinan
elektronik.

Pasal 124

Wajib pajak untuk jenis pajak vang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPLD.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilakukan setiap masa pajak,



3)

(4]

3]

(6]

(7]

(1)

1)

(3]

(4]

(=]

Wajib pajak vang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD)  sebagaimana dimaksud pada avat (2], dapat
dikenalkan sanksi administrasi berupa denda.

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah

setiap STPD.

Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud pada avat (3} ditetapkan sebesar 1% setelah jatuh

tempo pembayaran,

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (3], tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami

keadaan kahar (force majeure).

Kriteria keadaan kahar (force majeurs) scbagaimana

dimaksud pada ayat {6) meliputi:

a. bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir,
tanah longsar;

b. pandemic dan epidemilk;

¢, perang; dan

d. kcrusuhan;

Pasal 125

Pemungutan Pajak dan Retrbusi dilaksanakan sesuad

dengan ketentuan umum dan tatacara pemungutan Pajak
dan Retrubusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada awvat (1] meliputi
pengaruran mengenai !

a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

. pembayaran dan penyetoran;

d. pelaporan;

e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

f. pecmeriksaan Pajak;

g penagihan Pajak dan Retribusi;

h. keberatan;

1. Eugatarn;

j. penghapusan Piutang Pajak dan RHetribusi olch Bupati;
dan

k., pengaturan  lain  yang berkaitan dengan tatacara

pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pembayaran dan penyetoran pajak daecrah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada awvat ([2) huraf c
dilakukan melahi sistem pembayaran berbasis
elektronikfikasi.

Dalam hal sistern pembayaran berbasis clektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran  pajak  dapat
dilaltukan melalui pembavaran tunai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan Pajak
dan Retribusi sebaimana dimaksud pada ayat (2] diatur
dengan Peraturan Bupati.
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BAB Y
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBABAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK /RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan

Pasal 126

Bupali atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atan
Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
atan Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek
Retribusi.

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1
meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
hkuiditas Wajit Pajak.

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, lanah dan
bangunan vyang ditempati Wajib Pajak dari golongan
tertenty, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan
objck Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran,
huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai adminigtrasi dan tatacara
keringanan, penpurangan, pembebasan, dan penundaan
pocmbayaran atas pokok Pajak atau  pokok  Retribusi,
dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupat.

Bagian Kedua
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi
bagi Pelaku Usaha

Pasal 127

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelalu
usaha di Daerah.

Tnsentifl fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
PCIEUTANEZan, keringanan, dan  pembebasan Aaral
penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atan
sankainya.

Ingentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan, melipufi:
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a. kemampuan membavar Wajibh Pajak dan/atau Wajib
Retribusi;

b, kondisi tertentu objeke Pajak, sceperti objck Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya
vang terjadi bukan karena adanva unsur kKesengajaan
vang dilakukan ocleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain
yvang bertujuan untuk menghindar pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ulira mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai
program prieritas Daerah; dan/fatau

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam
mencapal program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah
sebagaimana  dimaksud pada avat 4) diseral  dengan
pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.,

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara
pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati,

Bagian Ketiga
Hemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 128

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa :

a. Perpajakan batas wakitu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau

b. Pemberian  fasilitas  angsuran  atau  penundaan
pembayvaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau  pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} humuf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada walkcbunya.

Perpanjangan batas wakitu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a dapat
diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permobanan Wajib Pajak vang ditetapkan dalam Keputsan
Bupat.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf b dilakuksan dalam hal Waijib Pajak
mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak schingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunazan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak scbagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan Bupatb berdasarkan
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permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Kepuhusan
Bupati.

Dalam Pemberian fasilitas angsursan atau penundaan
pembayaran Pajak Terutang sebagimana dimaksud pada
ayat (4], Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 [dua) tahun terakhir,

Keputusan  Bupati  atas permohonan Wajib - Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak danfatau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesauai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan  yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak,

Persetujuan atau persetujuan Sebapgian angsuran  atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada avat 7] huruf a
dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24
(dua puluh empat) bulan

Pembavaran angsuran setiap tnasa angsuran dan
pembayaran Pajak yvang ditunda disertai bunga sebesar 0,6%
[nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24
[dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

(10} Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan

ayat (4] meliputi :
a. Bencana alam:

b. Kebaltaran:

c. Kerusuhan masal atau huru-hara
d. Wabah penyakit; dan/atau

{11} Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara

11

(2]

pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati,

BAE VI
KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 129

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu  yvang diketahui atau  diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yvang ditunjuk oleh Bupati untuk
membantu  dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
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Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (2] adalah:

a. Prejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yvang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau  instansi Pemerintah vang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan
Daerah,

Untuk kepentingan Dacrah, Bupati berwenang memberikan
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayart
(2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yanp
ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan hulkum acara pidana dan hulkum acara perdata,
Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yvang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada avat [5)
harus menyebutkan nama fersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yvang
diminta.

BAE VII

INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 130

Instansi yang melaksanakan pemunguten Pajak  dan
Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentua.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1]
ditetapkan melalui APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pemanfaatan insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemenntah.
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BAB VII
KEDALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pagal 131

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa
setelah melampauni 5 (lima] tabhun terhitung =sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
Tindakan pidana didang perpajakan daerah.

Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tertangguh apabila ;

a. Diterbitkan Surat Terguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. Ada Pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Tepuran dan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

Pengakuan wutang pajak secara langsung sebagaiman
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan
kesadaran menyatakan masih mempunyai utang pajak dan
behim melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tdak lanpgsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf b dapat diketahul dar
pengajuan  permohonan  angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak
dan/atau Retribusi.

Pasal 132

Fiutang pajak dan/atau retribusi daerah yang tidak mungkin

ditagih lagi karena hak untuk melalukan penagaihan sudah
kedaluarsa dapat dihapuskan.

Keputusan penghapusan piutang pajak dan retribusi yang
sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada avat [1)
ditetapkan oleh Bupati,

Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi
daerah yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

BARE VIII
EETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 133

Pejabat  pegawai negeri gipil  tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah  diberi wewenang khusus scbapai
penyidik  untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah dan Retnbusi, schagaimana
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dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara
Pidana.

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
pejabat  pegawal negenn  s=ipil  tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah vang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1]
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atan Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

o, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukt terscbut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaasn
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi.

g- menyuruh  berhenti danfatan  melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau  tempat pada  saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan  memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan findakan lain yang perlu unfuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah
dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Penyidik  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
memberitahukan dimulainya penvidikan dan menyampaikan
hasil penyvidikannya kepada penuntut umum melalai
penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan wyang diatur dalam Undang-Undang
mengenai Hukum Acara Pidana.



BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 134

(1] Wajib Pajak vang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTE
dan /atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan vang fidak benar atau tidak
menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai
ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor |
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak wang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB
dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak
menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kuringan atau pidana denda sesuai
ketentuan Pasal 181 ayat (2] Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 135

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut
apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian
Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan
berakchir.

Pazal 136

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar
atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan
Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau
pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 137
Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan
data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 merupakan pendapatan

NCEATA,
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Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 139

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi
kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan vang
ditctapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang lurang
dibayar.

Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayal {1} ditetapkan sebesar 1% setelah jatuh
tempo pembayaran pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlalku, maka -

a,

Pajale daerah dan retribusi daerah yang masih terutang
berdasarkan peraturan daerah sebelum  berlakunya
peraturan daerah ini masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 [litna) tahun terhitung sejak saat terutang.
ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik
daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian
magih tetap berlalu sampai berakhirnva masa petjanjian.
ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan
retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan
diberlaleukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur
sipil negara yang telah mempertimbangkan keclas jabatan
untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi
daerah

Pagsal 141

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB,
mulai berlaku terhitung sejak tanggal 5 Januar 2025,



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku ;

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2012 Nomor 2], sebagaimana telah dimabah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pajak Daerah  (Lembaran  Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);

b, Peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2012 Nomor 10), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daecrah Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupalen
Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2J;

dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 143
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap Qrang mengerahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengen penempatannys

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Japhari 2024

/fg._ Cmﬁm;w;&muﬁ JHYBUNG TIMUR,

H. ROMI

ARIYANTO
Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Januar 2024

LAH DITELIT) KEBENARANNYA
SEKRETARIS DAERAH bag Hukum Daa Perondang - Usdingan
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI : { 1-7/2024).



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR | TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

UnLIM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penvelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masvarakat. Untuk dapat menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang
sah sesusi peraturan perundangundangan vang berlaku,

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
semua Peraturan Daerah vang mengatur Pajak dan Retribusi Daearah harus
menyesuaikan dengan undang-undang tersebut, Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya
penanganan dan pengelolaan Pajak dan  Retribusi Daerah  gumna
meningkatkan penerimaan daerah, Pajak dan Retribusi Daerah mempunyvai
peranan penting untuk mendorong pembangunan daerab, meringkatkan
pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan
kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culkup jeias.
Pasal 2
Cukup jelas,
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas,
Ayat (I
Hurufa
Cukup jelas,
Huruf b
Culkup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas,




Huraf

Huruf g

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan
untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid.
Transit), lintas raya terpadu [Light Rail Transit), atau
vang sejenis’ adalah jalur rel yang digunakan scbagai
infrastruktur perhubungan untuk moda berbasizs rel
dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun
seperti  kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas
makan /minum, dan faszilitag hiburan di stasiun.

Huruf h

Huruf i

Pasal 5

Cukup jelas.

Culoap jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Paszal 7
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3]

FPasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

Pazal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Culkup jelas.

Pasal 12

Culkup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cuboup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Culkup jelas.

Huruaf a
Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek
pajak, objek pajak vang digunakan semata-mata untuk
tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-
nya lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak
yvang digunakan untuk keperluan komersial.
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup Jelas

Cukup jelas.



Pasal 17

Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf £
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak
untuk pemberian hak bar di luar pelepasan hak™ adalah
surat keputusan pemberian hak baru yvang menyebablan
terjadinya perubahan nama.
Huruf g
Cukup jclas.
Ayat (2)
Culoup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Avat [(3)
Culup jelas.
Pasal 18
Cukup jclas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman

kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain
(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti
A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak
menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di
lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toke Rati A tidak
memenhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan rot
dan minuman yang dilakukan tidak terutang FBJT,
melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z

melakukan penjualan  roti dan minuman kepada
konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti),
kemudian didistribusikan melalui Toke Roti B untuk
dijual kepada  konsumen. Untuk meningkatkan
pelavanannyva kepada konsumen, Toke Red B
menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk
menvantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimak=aud
merupsakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan
minuman wvang dilakukan terutang PBJT bukan objek
pajak pertambahan nilai.



Avat (2)

Pasal 21

3. Toko Rot dengan merek dapang B pada Pusat Pertokoan

Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan
pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti
kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan
pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen
tanpa menyediakan meja, kursi, dan/fatau peralatan
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Rot
dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga
atas penjualan roti dan minuman yvang dilakukan tidak
terutang PBJT, melainkan mermpakan objek pajak
pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko
rofi yang memiliki merek dagang yvang sama, dapat terjadi
perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada
pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual [distribusi)
atau smemberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Culkoup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Culkup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas,

Huraf d

Culmp jelas.

Hurul e

Culup jelas.

Huruf f

Culup jelas.

Huruf g

Culkup jelas.

Humf h

Culup jelas.

Hurmaf i

Culup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang
difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen,
dan kondominium yang disediakan sebapgai jasa
akomodasi sclayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak
termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang
(lehih dar satu bulan).

Hiuruf k

Avat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf ¢
Cukup jelas.
Huraf d
Culkup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewasn rusnpan unfuk
diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa olch
pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha
seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tuanai
mandiri (ATM) di dalam hotel.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Culoup jelas.
Huruf d
Culkup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huraf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurut h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan’
adalah beniuk permainan yang berada di dalam
kawasan arena dan/atan taman bermain van dipunguat
bayaran, baik yvang berada di dalam ruangan maupu di
luar miangan seperti permainan ding-dong, lempar
bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.
Huruf i Yang dimaksud dengan “olahraga permainan’
adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga
seperti tempat kebugaran fitness center], lapangan
futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya
vang dikenakan bayaran atas penggunaantiva.
Huruf j
Culkup jelas.
Huruf k
Cukup jelas,
Huruf |
Cukup jelas,
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2]
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh
Wajib  Pajak termasuk penyediaan  akomodasi vang
dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempatl tinggal vang
difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yvang



menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yvang
menguasal  tempat  tinggal, yang menyerahkan jasa
akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jas
pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas,

Pasal 27

Cukup jelas,

Pasgal 28

Cukup jelas.

Fazal 29

Culmp jelas.

Pasal 30

Cukup jelas,

Pasal 31
Avat (1)

Culkup Jelas

Avat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Humf ¢

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Humf d

Huruf e

Huruf f

Culkup jelas.
Culup jelas.

Cukup jelas.

Huruf g

Culkup jelas.

Huruf h

Huruf i

Ayat (3]

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Culkup jelas.

Huruf b

Huruf ¢

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.

Relklame vang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye
vang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu
sesuai dengan  Ketentuan peraturan  perundang-
undangan.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas,

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan® adalah kegiatan
penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan

pengambilan.

Ayat (2)

Pasal 38

Culkup jelas.

Cultup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Paszal 51

Pazal 52

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Nilai Air Tanah vang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman
pada ketentuan yang diatur oleh menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Culkup jelas,

Cukup jelas.

Culup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.




Pasal 53

Pasal 34

Pasal 35

Paszal 56

Pasal 37

Pazal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Culkup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Contoh Penghitungan:

1.

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A melakulkan
pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan
Nilai Jual Kendarasan Bermotor sebesar Rp. 300.000.000,00,
Asumsi tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi JAMBI
sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBENKB dalam Perda PDED
Kabupaten Tanjung Jabung Timur schesar 66%, Maka dalam
SKPD BBNKEB wvang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi
JAMBI, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Ep 24 juta
b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta Total
BENKB dan Opsen BBENKB ferutang = Rp 40 juta,
ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat
perolehan  kepemilikan, BENKB menjadi  penerimaan
pemerintah  daerah Provinsi JAMEBI, sedanglkan opsen
BBNKEB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan
sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi
atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PRB.
Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama
bagi Wajib Pajak A. Asumsi tarif PKB kepemilikan pertama
dalam Perda PDED Provinsi JAMEBI adalah sebesar 1%, dan
tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang
diterbitkan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, ditagihkan
jumlah pajak terutang sebagai berikut:
A. PKB terutang = 1% x Ep 300 juta = Rp 3 juta
b. Opsen PKR terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta Total
PEE dan Opsen PKB tferutang = Rp 5 juta, ditagihkan
bersamaan dengan pemungutan PKBR saat pendaftaran
(regident] kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun
Wajib Pajak A melakukan pembayaran PEB dan Opsen PKB
sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda
dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap
tahun,

Culoup jclas.

Culup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 63
Paszal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pazal &7
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 80
Paszal B1
Pasal B2
Pasal 83
Paszal 84
Pasgal 85
Pasal 86
Pasal 8Y
Pasal 88

Paszal 89

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culup jelas.
Cukup jelas.
Culaup jelas.
Culkup jelas,
Culup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 90

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar
badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang
milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan
jalan vang disediakan, dimiliki, dan/fatau dikelola oleh
Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan
di gedung atau bangunan yvang dimiliki atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar,
sarana rekreasi dan/atan sarana umum lainnya milik
Pemerintah Daerah.

Ayart (2]
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Culkup jelas.
Pazal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Paszal 97
Culup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah”
adalah pendayagunaan barang milik daerah vang tidak
dipunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OFD
dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pazal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.



Pasal 110

Pasal 111

Pasal 112

Pasal 113

Culkup jelas.
Cukup jelas.
Culkup jelas.
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufl a
Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai
tempat tinggal manusia antara lain meliputi rumah
tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal
susUn.
Huruf b
Fungsi kecagamaan mempunyai fungsi utama
sebagai tempat melakukan ibadah antara lain
meliputi bangunan masjid rtermasuk mushola,
bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura,
bangunan vihara, bangunan kelenteng, dan
bangunan peribadatan agama/Kepercayasn
lainnya yang diakui oleh negara,
Huruf ¢

Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan kegiatan usaha antara lain

meliputi:
a. Bangunan Gedung perkantoran termasuk
kantor yvang disewakan;

b. Bangunan Gedung perdagangan seperti warung,
toko, pasar, dan mal;

¢, Bangunan Gedung perndustrian, seperti
pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;

d. Bangunan Gedung Peternakan, seperti ternak
sapi, ternak avam, sarang burung wallet, atau
bangunan sejenis lainnya;

e. Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk
dalam fungsi usaha adalah laboratorium vang
bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan
dan lavanan pendidikan;

f. Bangunan Gedung perhotelan, scperti wisma,
losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan
kondotel.

g. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung
pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan
gedung pertunjukan;

h. Bangunan Gedung terminal, seperti terminal
angkutan darat, stasiun kereta api, bandara,
dan pelabuhan laut;

i. Bangunan Gedung tempat penyimpanan,
seperti gudang, tempat pendinginan, dan
godung parkir.




Huraf d

Huruf e

Aval (3]

Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi
utama scbagal tempat melakukan kegiatan sosial
dan budaya vang meliputi:

.

Bangunan Gedung pendidikan, termasuk
sekolah dasar, sckolah menengah pertama,
sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan
sekolah terpadu;

Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk
muscum, gedung pameran, dan gedung
kesenian;

Bangunan Gedung keschatan, termasuk
puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik
dokter bersama, rumah saldit, dan
laboratorium; dan

Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.

Fungsi khusus mempunyai fungsi dan kriteria
kbhusus wyang ditetapkan oleh Menteri wvang
meliputi:

d.

mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk
kepentingan nasional atau vang
penyelenggaraannya dapat membahayakan
Masyarakat di sekitarnya dan fatau
mempunyai  risike bahayva tinggl, dan
penetapantya dilakukan oleh Menter:
berdasarkan wusulan menteri terkait tempat
melakukan Kegiatan vang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi tingkat nasional;

sebagai bangunan  instalasi  pertahanan
misalnya kubukubu dan atau panghalan-
pangkalan  pertahanan (instalasi pelurua
kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara,
serta depo amunisi; dan

zebagai  bangunan  instalasi  keamanan
misalnya laboratorium forensik dan  depo
amunisi.

Fungsi campuran adalah bangunan vang memiliki lebih
dari satu fungsi atau apabila satu bangunan gedung
mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi
hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau
fungsi khusus anrara lain bangunan gedung rumah-toko
(ruleo), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau
bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, bangunan
gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Avat (4)

Huruf a
Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas
melipuati:

a. bangunan gedung sederhana waitu bangunan

gedung dengan karakter sederhana serta
memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana;



Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

b. bangunan gedung fidak sederhana yaitu
bangunan gedung dengan karakter tidak
sederhana  serta memiliki  kompleksitas
dan fatau teknologi tidak sederhana; dan

¢, bangunan gedung khusus wvaitu bangunan
gedung vang memiliki penggunaan dan
persyaratan khusus yvang dalam perencanaan
dan pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian/teknologi khusus.

Klagifikasi  berdasarkan tingkat permanensi

meliputi:

a. Bangunan Gedung permanen adalah bangunan
gedung yang yang rencana penggunaannya
lebih dari 5 (lima) tahun; dan

b. Bangunan Gedung nonpermanen adalah
Bangunan Gedung yang rencana
penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Elasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:

a. bangunan super tinggi adalah Bangunan
Gedung dengan jumlah lantai bangunan di atas
100 (seratus) lantai;

b. bhangunan pencakar langit adalah Bangunan
Gedung dengan jumlah lantai 40 [empat paluh)
- 100 {seratus lantai);

. bangunan bertingkat tinggi adalah Bangunan
Gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih
dan 8 [dclapan) lantai;

d. bangunan bertingkat sedang adalah Bangunan
Gedung dengan jumlah lantai bangunan 3
[lima) sampai B [delapan) lantai; dan

¢. bangunan bertingkat rendah adalah Bangunan
Gedung dengan jumlah lantal bangunan sampss
dengan 4 (cmpat) lantai.

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi
banpunan gedung milik negara dan bangunan

gedung selain milik negara.
Ayat (9)
Huruf a
Culup jelas.
Huruf b
rehabilitasi/renovasi  bangunan pgedung  meliputi
perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan
pengurangan.
Hurul ¢
Culup jelas.
Pagzal 114
Culoap jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pazal 116

Cukup jelas.



Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Culkup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pagal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pagal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) |
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain
adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan
pertanian yang sangat terbatas, lanah dan bangunan yang
ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan
tertentu, dan nilai objck Pajak sampai dengan batas
tertentu.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Culcup jelas.
Ayat 5]
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas,
Pagal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Culoup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.



Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138

Cukup jelas.
Pasal 139

Cukup jelas.
Pasal 140

Cukup jelas.
Paszal 141

Cukup jelas.
Pasal 142

Cukup jelas.
Pasal 143

Cukup jelas.
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LAMPIRAN |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

NOMOR |

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS] DAERAH

TAHUN 2024

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA R5UD NURDIN HAMZAH

No | Objek dan Rincian Objck Retribust Jasa Jnsn Jumish
Barana Pelayanan Ep)
(Rp) ®p)
1 Pelaypanan Poliklinik =
©1.1. | Poliklimik Umum Rp. 10.000 | REp, 15000 | Rpo 25000
[1.3.1 Peliklinik Spesialis Ep. 5.000 | Rp. 65.000 | Fp. 70.000 |
1.1.2 Konsultas: Poliklinik Umum ke Ep. G000 | Ep. 45.000 | Bp S0000
| Bpesialis .
[ 1.1.3 | Konsultasi Antar Polildinik Ep. 5000 | Rp. B5.000 lep. 70000
| Spesialis
1.5-4 | Amuinn Keperawatan Bp, GO0 | Rpo 25000 K. 3004300
2 | Tindsakan di Poliklinik | =;
2.1. | Tindakan Poliklinik Bedal
TR Pemarangan Gips Rp. 35.200 | Hp, 44,800 | Rp. 20.000
Z.1.2 Buka Gipa Rp. 35200 Fp. 44800 | Rp. s80.000
""" 213 | Pemasangan Traksi Kulit Bp. 25.520  Kp. 32480 | Rp. SE.0O0
21.4 Permasangan Meck Kollar Fp, 19800 Ep, 252000 Rp, 45000
2.1.5 Premasangan Rensel Perban Rp., 19.800 Rp. 25200 | Hp. 45.000
T R - Debridement Keeil | Hp. 24640  Rp. 31360 | Hp. 56000 :
217 | Debredemnent Sedang Hp. #4000 | Rp. sﬁ_mné R, 100,000
218 Ganti Perban Kool Rp.  9.240 | Rp, 1760 Rp. 21.000
: 2.1.9 Granti Perban Sedang Rp. 19800 | Rp, 25200 Rp. 45000
' 2110 ‘Ganti Perban Besar Rt 27500 | Ep. 35000 0 Np. 62500
2.1.11 Immim Ahmes Kol RBp. 356104 REp. 30,400 'ETl, RE(RRNTH)]
2.1.12 Tnsisi Ahses hesar RP. 440001 | Rp. 56,000  Rp. 100,000 '
[2.1.13 Biopsi dengan Lokal Anastesi Rp. 61600 | Hp. 78.400  Rp. 140000
| 2.1.14 | Dilaaza Phvenosis Bp. 29480 Hp. 37.530 lbp. BT I
2.1.15 Buginas: Rp. 30600 | Rp. 39200 | Bp. 70000
2106 Fxploram Corpus Aleamum Hp. 174,800 | FEp. 145604 . 3600000
[ 2.1.17 Ekstraks Kulu/Roserplasty 35400 | Rp. 61600 | Rp. 110000
| 2.1.18 Pasang Kareter 44.000 | RP. 56,000 | Rp. 100.000
| 2,1.19 | Bule WD 81,400 | Rp. 103600 | Rp. 185.000
2.1.20 !';EEULEEL 1-5 © 19800 | Rp.o 25200 | Rpo 45000

¥
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2.1.21 Buke Jahit =3 Bp. G000 | Rp, 39200 [ Bp. 70000
2.1.232 Buka K-wire Hp. 44.000 | Rp. 56000 | Bp. 100.000
2.1.23 Rectal toucer Rp. 22000 | Rp. 28000 | RP. 50.000
2.1.24 Sirkumsisi Rp. 132.000 | Rp. 168000 | Rp. 300000
2.1.25 Ekatirpasi kista athern |  RP. 70400 | Rp. S2.600 | Rp. 1&0.000
2.1.26 Ekstirpasi lipoma sedang ' Rp. 70400 | Rp. S9.600 | Ep. 1640000 |
2.1.27 Elcstirpasi lipoma besar Rp. 92.400 | Rp. 117.600 | Rp, 210.000
— | 2128 Bika Kateter
| 2.2. | Poliklinik Speaialia THT E '
221 Evaporasi simplek Rp 17.600 Rp 22.400 Rp <0.0400
232 Evaporasi duplek Rp 17.600 | Kp 22400 | FRp 20000
2.3.3 Temponade hidung/ Epistaksiz Rp 26400 | Kp 33.600 | Ep 60000
22.4 = Epuﬂl:nghl.du:lgji':lzﬂl.ug;; Rp 26400 Rp 33.600 Fp GO.000
2.3.5 Tes! provokasi Rp 26400 | Rp 33600 | Rp 60000
2.2.6 Corpus alienum telings Rp 20800 Rp  30.2300 Rp .00
237 Corpus aliencm hidung | Rp 30.500 Rp 39200 REp 70.000
218 Parsernese | Rp 26400 Rp 33.600 Rp 60.000
2.2.9 Swap Masal Rp 35200 | Rp 44800 | ®Rp 80000
2.2.10 Hectlng off REp 13.200 Rp 16.800 Rp 00000
2311 Test Veetibular | Rp 22.000 Rp 28.000 Rp S0.000
2.2.12 Ear Toilet Rp 28600 | Rp 236400 | Ep 65.000
2313 | Andometst Rp ZR600 | Rp 3AA00 | Rp B5.000
2.2.14 Fxtrasi cerumen | telinga Rp 37400 | Rp 47.600 | Rp 85.000
B 3.2.15 Pasang gips telinga persatu telinga | Rp 46,200 | Rp 58.800 | Rp 105.000
2.2.16 Buka gipa telinga / hidung | Rp 11000 | Ep 14.000 | Ep 25000
2317 Ffugkﬁi-g-é:ﬂnutmhmrgtchugail | Rp 33000 Ep 42.000 Ep 75.000
2.2.18 E:l:r:tgr::ﬂig&nmuiusi lismg telinga (2 Rp 32600 Rp 50400 Bp 90,000
2.2.19 ':::I;:E:'.l'ﬂ:inu:ul:lnp: Rp 26400 RBp A3.400 Rp 60000 |
2.0.20 Hecting bekas tindik telinga Rp 12.200 | Rp 16800 | Rp 20,000
perteting: |
2.2.21 Riopsi [ insisi Rp  44.000 Rp 56000 Rp 100000 |
2.3. | Poliklinik Spesialis Mata l
2.3:1 Visus/ Refroksi Rp 13200 Rp 16800 [ Rp 30.000
2.3.2 Epilasi Rp  13.200 Rp |6.&00 Rp 30,000
233 Pengelnaran Korpus alicnun Rp 30.800 | Rp 39,200 Rp 70,000
comjunct
2.3.4 Pengeluaren korpus slisman cormea Bp  35.000 BEp 7000 Bp 125000
T35 | Bpuling untuk trauma bahan kimis | Rp 15400 | Rp 19.600 | Rp 35.000
2.3.6 - Opthalmascope inderel R B.&050 Rp  11.200 g 20,000
937 Tonometri dengan alat schicat Rp 19.800 | Rp 25.200 Rp 45000 |
il‘mﬂ!‘mELHr
{ 2.3.8 I Funduscopi direk Rp  13.200 Rp  16.800 Rp a0.000
2,30 Ao refractometer Rp 11.000 Rp 14.000 | Rp 25.000 |
2.3.10 Hecting off mata Rp 26400 Rp 23.600 Rp 60000
| 2.3.11 Test buta warma Rp 15400 Rp  19.600 Rp 35000




2.3.12 Elstrakei Lovplus olinier Rp 66000 | Rp 84.000 Rp 150000
konjungaiva, |
2313 | Ekstraksi korpusslienum comnen Fp ﬁﬁ.m'll:l F!]-n_Fl_dnﬂn | Rp 150,000
2.3.14 | Bpuling troma bahan kimia Fp 44000 By 560400 | Hp 100000
i 2.3.15 Cptalmascop inderelk RBp 55004 Rp  nl.a0 Bp 125000
= BEERT Screping conpanctifa Rp 21.120 Fp 26,880 Rp 4&000
(2317 Optalmaskop direlk Bp 55000 | Kp 70000 | Rp 125000
1 2.3.18 outorefractnefer Rp 20004 By 2RO Rp  SL0d0
2.3.19 Retinoscapl Rp 13200 | Rp 1G.200 | Rp 20000
| 2.3,20 Slit Lump exenination | Fo 17.600 Rp 22.400 Ep 40,000 |
I 2.3.21 Crdenlum fchalazion ) gramaloma [ Rp 92000 Rp 136,040 Bp 205000
= 2.9.22 Schimer Lesl Rp &.800 | Hp 11300 | Ep 20000
2.3.23 Ganti perosr aest: luka pads mata Rp 11.000 Rp 14.000 Rp 25.000 |
3.3.94 Anel Leal "Rp 15200 | Rp 16800 | Rp 30000
23,05 Sondage manaliculi Lacrimalis | Rp 35.200 Fp 44800 | Ep &0.000
2.3.26 Eketraailithiasie Rn 30.A00 Rp 39,200 Rp 70000
2327 Buka jahit Kocnessclera RBp 15400 | Rp 19600 Rp 33000
— 2328 " Jahizan palpehra simpel Rp 26.400 @ Rp 33600 | Rp GD.000 |
| z
2.4, | Piliklinik Kebidanan dan penyelkic kandungan
2.4.1 FE]H._‘:.'L’LI-.I.&I:I. KB )
= R lﬁJ Rp 2200 | Rp  2.800 i_ Rp 5.000 |
Suntiken Ep 13.200 Hp 16800 | Hp 30000
Parang cabul 1UD, lmplant Ep 88000 | Rp L1Z.000 | Rp 200.000
2.4.2 Inapekuln Rp 15.400 Ep 19600 | Rp 35.000
243 Biopal | Rp 57.200 | Rp 72800 | Rp 130000
7.4.4 Perawatan luka poet operaal | Rp 3&.4(10 .Fr.|_::- 33,600 Ep ﬁn.nnn!
745 Vaginal tollst Rp 44000 | Rp 5G.000 | Rp 100.000 |
[ 246 Buke jahit Rp 22.000 | Bp 22000 | Ep s0.000 |
247 Papemear Rp 61600 Rp 784K Rp 140.000
245 Marsupeilises Kist barlboling | Rp 154.000 | Rp 196000 | Rp 350,000
249 Hidrorubasi " Rp 132.000 Rp 166000 | Rp 300000
2.4.10 Kuldosinesls Rp GL.600 Rp 72400 Rp 140000
in 5411 Pasang/lenns pesarium Rp ag o0 | Rp G, 000 Ry 100000
3412 Perpwatan papypudar Rp 15400 | Rp 19600 RJ- 35000 |
2.4.13 | Pasang Tampon Bp DRED0 | Rp 36400 | Re 65.000 |
2.4.14 Hauterisasi bahan lemia Rp 357200 Rp 44.800 | Rp ROO00 |
24,15 Hhkelmksi benda asing R'p 66,000 Fp 84000 |  Rp 150000
| pada vagina —_— L
2116 Sirklas: dalam anastesl dalam Iokel Rp 118,200 Rp 151.200 Rpr 2700 000
|i ii 2417 Amghal jahitan sickiasi REp ﬁq'-.:f:;#':.'l Ep &gL.760 Ep _lﬂm
’ 2.4 18 Ekatirpasi polip servik dalam Rp 77.000 REp 2000 Rp 175.000
R ¥ anastesi lokal . "
2.4.19 Latih kandung kemih REp 33000 Ep 43,000 Rp TH.000
2.5. Poliklisk Penyaleit Dalsm . Neorelog, dan Parg
251 Lumpang prnleai Rp 99.000 | Rp 126000 | Rp226.000
252 Peural punkei Rp 270.000 Ry 330,000 R GO0,000
- 253 | Ascites punksi Rp 286.000 Rp 64000 Hp G50, 00
254 Punlkai ahees hati Rp 308.000 | Rp 392000 | Rp 700.000 |

¢



2.5.5 Liguar punksi | Rp132.000 Rp 166.000 Ep 300,000
1258 Biupsi Hepar Rp 176,000 Fp 224 .000 Rp 400,000 |
257 Fanduscony unidk edemaserchn Rp 26400 | Rp 23.600 | Kp 60.000
258 EXG Rp 30.800 | Rp 20.200 | Rp 70.000
| 2.5.9 Nebulizer | Rp 30600 | Rp 39200 | kp TO000
I | 2.5.10 Injekai steroid pad sendi i Rp B2.000 Rp 112.000 Rp 200.000 i
perinjeksi
2.5.11 Spirometr] - Rp 52.800 Rp 67.20 Rp | 20.000
2.5.12 usa Rp 66000 Rp  &4,000 R 130,000
2.5.13 Procedur Bronchoscopi |
2.6. | Poliklinik Anak —
Mantoux test Rp 22.000 | Rp 28.000 Rp 50000
| 1282 - [ Nebulizer anak [ Rp 22000 | Rp 28.000 Rp 50.000
2.6.3 I s sd -
[ A Dasar o =
i k. DET [DTaP- 1
HIB+HE] o
l «. DPT (DTRP + [PV '[ == |
' d. Influcnze ) ; i
. Campak + Rubels .
f. Nepatitis B dewnsa
£ Maningitis il in
| {Menivax) | - ja
' h. Maningicis | =
{Merunctm) ; |
j- Rolavires [THare]
| 2.7. | Polilkdinik Jantung i
! ¥ 3 Treadmil Bp 176.000 | Rp224.000 | FRp 400.000
' | 2.7.2 Eche Jantung Rp I76.000 | Rp224.000 | KEp 300.000
2% | Hemodislisa B
281 1. Hemacdialisis Rp 393800 | Rp501.200 | Rp #45.000
2,81 2 Hemodializa reuse Rp 332.000 | Rp 445000 | Rp B00.000
39 | Polikdinik Palkolug]
[ EEE [ Konsultasi peikolog Rp 10000 | Rp 40000 | Rp S0.000
i 292 Teat I Rp 25000 | Rp 75.000 Rp 1060000
!. 2.9.3 Te=l pedensi wmum Rp  ADOOD | Ep 160000 R 200,000
_ 2.9.4 Test mkinat bakat Rp 20000 | Rp 120000 | Ep 150.000
| P Tesat kepribadian Rp 20000 | Rp BLOMO | Rp 00000
2.9.6 Test MPPL/MMSE Rp 50.000 | Rp200.000 Rp 250,000
i
| 3 | Pelayanan Rawat Inap
[ [31. | Tarif Kamar Perhani
311 Kelaa I Rp 35000 | Rp 15.000 Rp =0.000
B 3.1.2 Eelas I Rp 50000 | Rp 25000 | Rp 75.000
[ 3.1.3 Kelas | 24+ ] a5,000 RFp 35.0040 Rp a5.000
. 3.1.4 Kelas Utama




3.1.5 Helas ¥IP “Rp 150,000 | Rp 50.000 | Rp 200,000
3.1.6 Kelas VVIP ' |
3. 1.7 Kamar PICL PR Rp 2200000 Rp 100,000 Rp 320,004
3.1.8 Kelas NICU/ ICCU Rp 40.000 | Rp 35000 | Rp 75.000
!i [319 | Pelayanan Perinatologi Rp 100.000 | Rp 50.000 [ Rp 150.000
l 3.1.10 Pelayanan Saty han Rp 65000 | Rp 35.000 | Rp 100000 |
(O Day Care)
4, | Asuhan Eeperawstan ' -
4. 14,1 Asuhan Keperawalan o
B 4.1.1 Kelas M Bp &0.000 Rp <0000
4.1.2 Kelasll Rp 40.000 Rp 20.000
41,3 Kelas 1 Ep 40000 Rp 0000
B ENE] Kelas Ttama Rp
315 Kelas VIF Rp 40000 Rp 40000
1.1.6 Kelas VVIF HEp -
4.1.7 ICU/HCU /PICU  NICU Rp  40.000 Rp 40.000 |
. | Visit Dokter Umum
5.1 | Visit Dokter Umum
5.1.1 Kelas 11 T X | Rp 40000 | Rp 400000
5.1.2 [ Kelas 11 Rp 40.000 Rp 40,000
5.1.3 Kelas 1 Ep 40000 |  Rp #0000 |
5.1.4 Kelag Utama En
5.1.5 | Kelus VIP Rp A0.000 RBp 400000
5.1.6 Kelas VVIP Rp
5.1.7 ICU/HCU/FICU FRICT Rp 40,000 Rp 40.000
6. | Visit Dokter Speaialis T
6.1 | Visit Dolcter Spesinlis
B G.1.1  Helaa Il | Rp 100,000 Ro 100,000
6.1.2 . KELAS 11 i Rp 100,00k Rp 100000
6.1.3 Helas [ " Rp 100,000 Rp 100,004
G.1.4 | Helas Utama Rp -
B £.1.5 | HELAS VIP Bp 100.000 Ry 100,004
[ 6.1.6 | Kelas VVIP | Rn
[ 6.1.7 1CUHCU [ PICU FRICTT Rp 100,000 Rp 100,000
| l
7. | Pelayanan Konsultasi Gisi
I_ 7.1 | Konsultasi Gizi
L | Rawat Jalan = Rp 30,000 [ “Rp 30.000
| 712 Rawat lnap |
1. Kela=s 111 [ 20,000 Rp Rp S0.000
1 2. Kelas 11 Rp 20000 | Rp 10.040 Rp 20.000
| 3. Kelas 1 Rp 20000 | Rp 10.000 [ Rp 30.000 |
4. Kelas Utama =5 Ry |
5. Kelas VIF] WVVIP Ep 20000 | Bp 10.0 Rp 30000
| - 6. ICU HCU Rp 20000 | Rp 10000 | Rp a0.000




B. | Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan dan Oksigen
8.1 Rawni Jalan
a.1.1. Rowat Jalan T 25%
TB.2. | Rawat lnap '
" 3.2 Kelns VIPSICU /ICCU /O K 100% . )
822 Kelas Utama 100 % 25%
823 ‘Eclaa 1 100%, dari harga cbart 25%
824 Kelas 11 T5% dari hargs obal T
= B.3.5 Kelax 1T 50% dar hurga okl 25%
8.3. | Pemakaian Gas Medis:
B.a.1 | Olkesigen {02) Per Liter/jam | Rp 4000 | Rp 2.000 Rp 6000
8.3.2 Nilrogen Dksida [N20|Per Liter/jam  Rp  7.000 | Bp 4000 Rp 11.000
g9, H.Bj‘l.‘llﬂ.ﬂ- Rontgen Gigl == DS
o1 Rontgen Gl |
9.1.1 Perinpical | Rp 22000 | Rp 28.000 Rp 50.000 |
9.1.2 Phanoramic Rp GG000 | Rp S8000 |  Rplslooo |
9.1.3 Chephalomets: Rp BE.O00D | RBp112.000 RpE200.000 |
10. | Pelayanan USG R
10.1 | USG - -
10.1.1 | USG Tanpa Foto Ep 44000 | Ep 56000 R 00,000
10.1.2 USG Dengan Foto Rp 66000 | Rp 84000 | RKpla0ooo |
10.1.3 cTG Hp 44000 | Rp S56.000 Rpl00.000
11. | Pelayanat Fislobterspd
i1.1 | Pelayanan Fisioterapi i o
11.1.1 Infra Merah Rp 33.000 | Rp 42,000 Rp 75.000
1112 Shart Winve THathermmy Rp 33000 | Rp 42.000 Ep 75.000
11.1.3 micro wave diathermy "Rp 33.000 | Rp 42000 Rp 75.000
| |11.1& | Ullrasomic Rp 33000 | Rp 42.000 Bp 73.000
1115 Faradise [galvanisasi| Rp 33000 | Rp 42000 | Kp 75.000
11.1.6 Eiektro thernpi Rp 23000 | Rp 42000 | Rp 75.000
11.1.7 traksi cervical Hp 33000 | Rp 42000 Bp 75000
B 11.1.8 | Trakai Lumbal Rp 33000 | Rp 42,000 Rp 75.000
11.1.9 Ullra vislet Therapi Rp 33,000 | Rp 42.00d Rp 75.000
11.1.10 | massRse Ulerasoumnd Rp 33.000 | Rp 420040 Rp 75.000
11.1.11 | terapl manaplasd Rp 33.000 | Rp 42,000 Rp 75.000
11.1.12 spersh terapi Rp 33000 | Rp 42,000 Rp 75000
11.1.13 abupuntur medis Rp 33.000 | Rp 42000 | Rp 75.000
- 11.1.14 evaluas orthosts Rp 33.000 | Rp 42.000 Rp 75.000
- [ 1r115 | terapl latthan Rp 33.000 | Rp 42000 Rp 75.000
11.1.18 tindakan dry needling Fp 33,000 | Rp 42000 R 7530040
111317 tindakan tapping Rp 233.000 | Rp 42000 | Ep 75.000
~ [ 11.1.18 | tatalaksana gangguan fungsi Hp  33.000 | Rp 42.000 Rp 75000
coereelar,
| hbicars, bahasa dan kogniai ; i .
11.1.19 chear terapl Rp 33000 @ Ep 42000 R T5.00
e . |

f




12. | Retribusl Pelayanan General Check Up

12.1 | General Check Up Paket T Ep 355.000
12.1.1 Permneriksaan Lab Klinik Bp 42.000 | Rp 33.000 | Rp 75400
{Narah rulin dan
uiinalisa)
12.1.2 Pemeriksaan Rontgen Rp 09200 | Kp 30.800 Rp 70.000
= Th':lrﬂk =k F
12.1.3 Pemerilcasnan EKG Bp 33600 Bp 26,400 Rp G000
12.1.4 Perneriksaan THT Rp 232400 | Bp 17.600 Rp 40.000
1215 Pemerikaaan Mata Rp 22400 | Rp 17.600 Hp 40.000
12.1.6 Pemeriksaan Sarsf Hp 22400 | Rp 17.600 Rp A0.000
F 12.1.7 Penegaken Diagnoatik Rp 16800 | Rp 13.200 Rp 20,000
12,2 | General Check Up Paket T Rp 830,000
.I 12.2.1 | Temerlkeaan Lab Klinik |
: - |, Derah Rulin Rp 22400 | Rp 17.500 | Rp 40.000
2. Urine Rutin Hp 19600 | Rp 15400 " Rp 35000
. 3. GDS Rp 22400 | Rp 17.640 Rp 40000 |
' 4. Keleeterol Total Rp 16600 | Rp 13200 Rp 30.000
- 5. Triglizeride Rp 16800 [ Rp 13.200 Rp 30.000
6. Bifirubin Total Bp 16800 | Kp 13.200 Rp M1L.000
7. BGOT Rp 16500 | Kp 13.200 Rp 30.000
8, BGFT Rp L6800 | Rp 13.204 Rp o000 |
| 9. Protein total Fp LBEOD | Rp 13.200 Ep 20000
10, Krentinin g Rp L6800 | Rp [3.204 Rp 30.000
1L, Asam Ul “Rp 16800 | Rp 13.200 | Rp 30000
1222 Pemeriksaan Rontgen Kp 89200  Rp 30800 Rp 70.000
| | Tharak =1
; 12.2.3 [ Pemeriksaun USG Rp 61600 | Rp 48400 Ro 110,000
|_—'|"1'ﬂ'_'2,4 | Pemeriksasn Kulit Bp 22400 | Hp 17.600 Rp 40,000
12.2.5 E::::‘i}:ﬂm: THT Rp 22400 | Rp 17.600 | Rp 40.00 |
12.2.6 Pemeriksann Mata Ep #0000 Rp 40000 |
12.27 Pemeriksasn saraf Rp  40.000 | Rp 40000
12.2.8 Pemeriksaan Gigl Rp 25000 Rp 25.000 |
B 12,24 Pemerikssun Bedah Rp  40.000 Rp 40.000
12.2.10 Pemerilcsnan Obgyn Bp  40.000 Rp 40.000 |
12,211 Penegakan diagneatil Rp 20,004 Rp 3.0
12.3 | General Check Up Paket 11 Rpl.050.000
12.3.] [ Pemeriksaan Lab Klinik '
B |1, Darah Rutin Rp 22400 [ Rp 17.600 | Rp 40.000
|- 3. Urine Rutin Fp  19.600 | Rp 15400 Rp 35000
| 3.GDs Rp 22400 | Ep 17.600 Ep 40,000
4. Koleaterol Total Rp 16800 | Rp 13200 Rp 30,000
5. Trigliseride Rp 16800 | Rp 13.200 Rp 30000
=1 | f. Bilirabin Total kp 16800 _|_sz 13200 Rp 20,000
’ | | 7. 8G0T Rp 16.BI0 | Rp 13200 |  Rp 30000
' . | 8. 80PT Rp 16.B00 | Rp 13200 Rp 20,000
| ‘ 5. Proten odul Rp 16800 | Rp 13.200 Rp a0.0o0
T [T, Freatimn RFp 16800 | Rp 13.200 | Rp A0.000




11, Asam Urat | Rp 16800 Ep 13.200 Rp 30.000 |
12. Bilirubin [Hrect " Rp 16800 | Rp 13.200 Rp 30.000
13. Albnirnde Rp I6.EX | Rp 13.200 Rp 30.000
14, Ureum Rp 44800 | Rp 25200 Hp 80.000 |
15. HBzAg Rp  TOLO0D Rp 70.000
12.3.2 Pemeriksann Rontgen Rp 110.000  Rpl 10,000
Thorak S— =
12.3.3 Pemeriksaan USG Rp  A0.000 Rp 40.000
12.3.4 Perneriksasan Kulit Rp  40.000 il Rp a0.000
Hitam
12.3.5 Femeriksaan THT Rp 40000 Rp 20,000
112386 Pemerikesan Mala Rp 40,004 Rp 0.000
(1337 Pemeriksaan sarad Rp 25000 Rp 25.000
1238 Pemeriksaan Gigl Bo  a0.000 Rp 40,000
| 12,39 | Pemeriksann Bedah Rp  40.004 Rp 20.000
12.3.10 Pemeriksaan Obgm | Rp 20000 | Rp 20.000
12.3.11 Keschatan Jiwa Ep  30.000 Rp 30000
13.3.12 Penegaken Diagnostis Rp 22400 | Rp 17.600 Bp 40000
13. | Pelayanan Instalasi Gawat Darorat (IGD)
13,1 | Konsultasi Medis dan Asuhan Eeperewatan
1311 " Kensultasi dekter gawat daruras Rp 6000 | Rp 25000 | Rp 31000
13.1.2 Honsultasi dokier spesinlis pada jam | Rp - Rp 50000 i Rp S0.0400
] kerja (onelte)
13.13 | Konmultasi dokier spesialis dilar Rp - | ®¥p 100008 | EpIDo.000 |
| jam kerja fonsite)
13.1.4 " Konsultasi dokier spesialis diluar Rp 10.000 | Rp 35000 @ Rp 45000
jam Kerja (om call)
13.1.5 Konsultasi antar dokter spesialis Rp [ Rp #5.000 " Rp 45.000
dalam juxm kerja |onsite) )
13.1.6 Konsultasi antar dokter spesialis Rp Bp 45000 Rp 43000
diluar jam kerja jonsite]
13.1.7 Konsultasi antar dokler spesialis Rp 10000 | Rp 30,000 Ep 40.000
diluar jam kerja |on call)
13.1.8 Asuhan keperawatan Rp - | Bp 20.000 Rp 30.000
TG0
13,2, | Tindakan Medik
13.2.1 1. EKG S Bp 26400 | Bp 33.600 Rp &0.000
13.2.2 2. Incubator Rp 24200 | Rp 30,800 Rp 55.000
13.2.3 | 3. blue light {foteterapi) /han Rp 23000 | Bp 42.000 Kp 75.000
13.24 4. Bedside monitor [ Jam | Rp 22000 | Kp 28000 Rp 50.000
13.2.5 5. Nebulizer - | Rp 30800 | Rp 39.200 Fp FO0OG
13.2.6 | 6. Pasang Infus dewasa | Rp  6.600 | Rp 8400 Rp 15.000 |
1527 7. Fasang Bus | anak Rn 8800 | Rp 11200 | Rp 20.000 |
13.2.8 &, Pasang keteter | Rp 11000 | Ep 14.000 Rp 25.000
13.29 9. Pemasangan NGT Rp 8800 | Rp 11.200 Kp 20000 |
13.2.10 1. Ridai tangan | sisi Rp 15400 | Ep 19.600 Rp 35.000
EEEAT 1. Ridai kald/ sisi | Rp 15400 | Rp 19.600 Rp 35.000
| 13.2.12 12, Rumbah lambung “Bp 26400 | Rp 33600 Ry 60.000
13.2.13 13. Intizbasi Rp &8.000 | Kp 112000 Rp200.000
I 13.2.14 14. lestralksi Tk | Rp 44.000 | Hp 56.000 RpL00.00C |




13.2.15 15. Korpus alicnum THT Rp 44000 | Bp 56000 [ Rp 100,000
13.2.16 16, heting Rp
- a. 1-5 jahitan Fp 15400 19,600 Rp 33000
"~ b. B-10 jahitan Ep 22000 | Hp 28000 Hp 50000 |
r.> 10 jmhitan ®p 29920 | Rp 35080 | Rp GEOD0 |
13.2.17 17. Buka jahitan Rp - |
B a. = 10 jahitan "Rp G600 | Rp 8200 Rp 15.000 |
b.> 10 jahitan “Rp 8800 | Bp 11200 | Ep 20.000
132 1B 18, Vena gectis BEp  Z200060 Hp 2R0.000 | Rp SO00.000
13.2.19 19, setling ventistor Rp 44000 | Rp 56.000 " Rp 100.000
13.2.20 20. umbilical catheter Fp 132000 | Rp L6000 | Rp 200.000
13.2.21 1. NC shexck + Bp 1100000 Rp 140,000 | Rp 250,000
cardloversi =
13.2.22 [22. raP Ep  TOs00 | BRp sYsadOn Rp 160000
13323 23, Tampon hellog Ep 6. GO0 Rp  B4.000 Fp 150,000
13.2.24 24, Necrotomi Fp 55000 | Rp 70.000 Fp 125000
13.2.25 1705, Buginasi Rp 22000 | Rp 285.000 | Rp SO000
[13.2.26 36, Biopsi dengaen lokal anostes] Ep  TT.000 | Rp oH.000 Ep 175000
13.2.27 27, Worsd toile | Bp  TaABO | Rp 9520 | Rp 1V.0MO0
13.2.28 [ ZR. Perawatan Daw eshari-harifhard | BEp B.EDD Ry 11.200 Fp  20.0400
13229 20, Sambung tendon ftendon | Rp 44000 | Rp 36.000 | Ep 100.000 |
= 13.2.30 an, Translusi [ 4400 Kp 5604 E‘“p 14100
| 13.2.31 A1, Reposisi dan pasanggips Fp ®RODD | Tp | 12.000 Ry 200.000
13.2.32 gzh:'ﬁpj:aai [ Suction/kali, minimal | Rp 4400 | Rp 5600 Rp 10000 |
13,233 A3, Koikotiroddelktomy Ef RR.O00 Ep 1120400 Ep 2001000
== 13.2.34 34, suprapuhik function Rp &8.000 [ Rp 112,000 [ Rp 200,000
13.2.35 35, Sereendng TSHNeonatus | Ep 4. 400 REp 5600 Ep 10000
13,2 36 A6, Post contml pasien Enp 2,200 Rp  Z.ROD Ep 50060
dengar: infus terapl [/ har
13.2.37 37. Chacst terapt / hari T TRp z20D | Rp Z.800 Rp  5.000
13.2.98 38, Perawatan lika < 5 cm | hatl Rp 2200 | Rp 2800 Rp &000
13.2.39 A Terap supp) wmginal f han [ Rp 5280 Rp G720 Fp 12006
13.2.40 40] Sampling urine/BTA feses/hari | Rp  2.200 | Rp  2.800 Rp 3000
13.2.41 41. Pangelaloan therapi IM 01V Bp  BA00 | Ep 11200 Fp 20000
5C/hari
17.2.42 42, Clyarmafhari Rp 4400 | Rp 5600 Rp 10000
13.2.43 43, Pemasangan guedel | hari Rp 4400 | Rp &5.600 Rp  10.0000
13.2.4% 44 Tindik telinga REp 6600 | Rp 8400 Fp 15000 |
13.2.45 5. Cve Ep 308.000 | Rp392.000 | Rp 700.000
13.2.46 | 46 Perawalun luka 5 10 v, harl Ep 4400 | Bp 5600 | Rp 10000
13247 | 47. Pamawatan traceostomi ) hac R 4 400 Bp 5600 Bp 10,000
B 13248 48, Lepas drain Rp 4400 [ Rp 5600 Rp 10,000
13.2.49 49, Perawatan colostomi) hari Rp 4400 Rp 5600 | Rp  10.000
13.2.50 | 50, Perawatan lukas bakar < 20% / | Rp 4400 | Rp 5600 [ Rp 10000
e
12.2.5] | 51. Lepas WSD Rp 4400 | Rp 5600 Rp 10.0400
13.2 52 I 33 Bampling datah dengan Ba LI Tl Ep 2400 Rp IE;.E'ED_
penyulit) harl




13.2.53 33 Rectal toucer Rp &,800 Ep 11.200 Rp  20.040
13.2.54 54, Perawmtan luka = [0 cm f Had | Rp 6.600 | Rp  &A00 Rp 15,000
13.2.55 55, Tampon Vaging hari Rp 5800 | Rp 11.200 | Rp 20,000
13.2.56 | 56 Perawatan Luka Decubitus/Hari | Rp 6.600 | Rp &.400 Ep 15.000
13.2.57 57 Perawatan Luka Bakar > 20 % / | Rp 24200 | Rp 30.800 [ Rp 35.000
13.2.58 ;;fllnfur.pump Rp LI7.600 | Rp 22.400 Rp 40,000
13.2.59 58. syring pump Rp L7600 | Rp 22400 | Rp 40,000
> 13.2.60 " BO.CFAF = = Rp 204000 | Kp 336000 | Ep GO0.000
13.2.61 I_ﬁl.l.‘.lk.'.imr.:'ri Ep L3400 Bp 1940 Ep 35000
113262 | 62 Redreaing Gangren == b
- a_Kecil Rp 96RO | Rp 12.320 Rp 22,000
b.Rersar Rp 13200 | Rp 16800 | Rp 30.000
13.2.63 | B3.Buka Gips Rp 7.040 | Rp &.980 Ep 16000
13.2.64 | B4 Biopsi jrram halus Rp 24640 | Ep 31360 Bp 56000
13265 | 65Bone merrow pungsi Rp 26400 | Rp 33600 | Rp 60000
13.0 66 6. pengambilan airan lambung Rp 15400 | Rp 19.600 | Rp 35000
13.2.67 67 .pericardinal Tap Rp 44000 | Rp 56000 | Hp 100000
T iazes | 68 pemasangan Neck kollar Hp 4400 | Rp 5600 Rp 10,000
13.2 69 B9 pemasangan ransel perban Rp 11000 | Rp 14000 | Ep 25000
13.2.70 70.Ganti perban kecil Rp 6600 | Bp &400 Rp 15000
13271 | ¥1.Gant perban sedang Rp 11000 | Rp 14000 | Rp 25000
15573 72.Ganli Perhan hesar Rp L3200 | Rp 16800 | Hp 30.000
Pelayanan Radiclogi o .
14.1 Roatgen Gigl
1. Periapical [ Rp 33.000 [ Rp 42000 | Rp 75000
2.Phanorsmic ; Rp SB.000 | Rp 112.000 Rp 200,000 ;
3.Chepalomerric = Bp 120.000 | Rp 140.000 | Rp 260.000 |
4 Gigi Rp 22000 | Bp 28000 | Ep S0.000 |
Honvensionsl |
14.2 | USG Rontgen
14.2.1 Sederhana
| 1. Rontgen Glgl Konvensional | Rp 22000 | Rp 28.000 | FRp 50.000
2. Tharak | posisi Rp 23000 | Rp 42000 | RKp 75.000
3. Abdomen | poaisi |Rp 33000 | Rp 42.000 | Rp 75000
4.Pelvia 1 posial Rp 33.000 | Rp 42.000 Rp 75000
| 5 fote Tularg 1 posisi Rp 33.000 | Rp 42.000 Rp 75.000
6. Fole Tulang 2 Posisi Rp 39600 | Rp 50400 | Rp 90.000
14.2.2 Sedsng
1. Thorax 2 posisi Rp 48400 | Rp 61600 [ Rp 110.000
2.cranium 2 posis | Rp 4BA00 | Rp 61600 | Rp 110000
3. Cranium 3 Poais T Hp 66000 | Rp E4.000 | Rp 150000
4. Abdomen 2 Posisi Rp 48400 | Rp 61600 | Ep 110000
5_Abdemen 3 Posisi Rp T2.600 | Rp 22400 Rp 165000
A Vertebirs 2 Posisi Ep  AB40) | BEp 6160 Ep 110.000
T-Vertebra 3 posisi " Rp 72600 | Rp 92400 | Rp 165.000




1423 Catiggin
1.Colon In Loop Rp 220000 | Ep 280000 | Rp S00.000
Z.BNO/IVP Kp 220000 | Rp 280000 | Rp S00.000
A.Uretro Cytograil Rp 220000 | Rp 280000 | Rp 500.000
4 HEG Rp 198.000 | Rp252.000 | Rp 450.000
B 5. Cor Analing Hp 46400 | Rp 61600 | Rp 110000
6. Gastrodemngraf |:'E'__,_1 264000 By 336,000 Ep B0 000
T T mistrngrah = Bp 132.000 | Rp 168.000 | Rp 200000
5. USG biasa tanpa foto Rp 26400 | Hp 33600 | Rp 60000
9. S0 bdusa dengan foto Ep 44.000 Rp 56040 Rp_ltlﬂl:lﬂl'.l
1. Tiga Timensi tanpa Rp 66000 | Rp 84.000  Rp 150.000
iulh.JﬁEu DHmensi dengan Ep 132000 | Rp 68000 | Rp 200.000
fon
L& :
; 14.2.4 Pemerikeaan CT SCAN Non Kontras
1. Ecpala + Bone Window Fp 484000 | Hp 616000 | Rpl.100,000
: | 4. Kepala /Nasolaring REp 440000 @ Rp 560.000 | Rpl 000,000
= 3. Binus Coronsl ) Rp 396000 | Rp 504.000 | Kp 900000
4 Sinus Paranasal | Cavurn Masi Rp 440,000 | Rp 560000 | Rpl. 0000
| B.Jaring/ Bongea Mulut Rp 440000 | Rp 560,000 | Rpl.000.00D
f.Mastoid Axial, Corenal Rp 440,000 | Rp 560000 | Rpl 000000
7 Orhita, Orofaring, mandibula Rp 440,000 | Rp 500,000 | Rpl.000.000
8.Lumbal Rp 484000 | Kp6ale.OD0 | Rpl, 00000
4. Femur Cruns | Rp 572000 | Rp728.000 | Rpl.300.000
10, Pelyvis | Rp 572000 | Rp 728.000 | Rpl.300.000 |
11 Yl | Rp 572.000 | Rp726.000 | Rpl.300.000 |
1 12 Homerus | Rp ST2000 | Rp728.000 | Rpl.300.000
| 3, Antebraci/ tangan Rp 572000 | Rp 798000 | Bpl.o00.000
14 Abdormes: Rp TO2000 | Rpl DOAO0N | Rpl.S00.000
15 Pelvis Rp 792000 | Rpl.00s000 | R1. &U0.000
" 16 Whole Ahdomen (atas bawah) Eplo1z.000 | Rpl 283000 | Rp2. 300000 |
17.Virtual Calonoscopy Rp 792000 | Rpl.002.000  Hpl.soo.oon
! 18 Virtuel Broneoscopy f Thors Rp 70M.000 | Hp 206000 | Rpl 600000
19.CT Anyio Abdomen ( Aorta Rpl.496.000 | Rpl 004,000 | Rp3.400.000
20.CT Angi Ekstremitas Atas Rpl.340,000 | Rpl.960.000  Ep3.s00.000 |
21.CT Anglo Ekstrermitas Buwah Rpl.340.000 | Rpl Ua0000 | Rps 500,000
22 CT Angio Carntis EplE6s000 | Bpl 736000 | Rpd 100000
23.CT Angin Cerebral Rpl 40B.000  Rpl 792.000 | Eps 200000
24 .CT Urografi Rpl 408,000 | Bpl.792.000 | Rpd.2o0.000
25 Trane Thoracal Binpsi/TTA Rp 704.000 | Rp B96.000 | Rpl.600.000
26.CT Cardine | Rpl.5a0.000 | Bpl 960.000 | Rpa. 500.000
37 CT Calsium Score ®p 352,000 | Rp 448.000 | Hp S00.000
14.2.5 : Pemerikseasn O SCAN Dengan Kontres
1. Kepala/Nasolaring RBp 742000 | Bp932.000 | Rpl 700000
) 2.3imus Paranasal/Cavum Nasi Bp T4RO0G | Rp 953000 | Rpl 700000
3.Laring/Pharing Axial, Comonal Rp 748.000 | Rp952.000 | Rpl.700.000
4_Hongga Mulul Rp 748.000 | Rp952.000 | Rpl, 700000
5. Mustoid Axinl,Coronal T Rp TARODD | Rpo32.000 | Rpl.700.000
F--Drbim.ﬂmfa:in-gma.udshu.la Ep 748,000 Ep932.000 le.?[m




7.Lumbal;/Femur/ cruris Pebvis Rp S20.000 | Rpl 120000 | Rp2.000.000
B lak [#ktremitas bawmh) Rp S80.000 | Rpl.120.000 | Rp2.000.000
9, Humerus Rp S20.000 | Bpl 1200000 | Hp2 000000
| L0 . Tangan (Ektermitas Atas) Hp Ha0000 | Rpl. 120000 | Rp2 000000
11. Abdomen Atas Multiphase Rpl.330.000 | Rpl 680,000 | Rp 3,000.000
12 Abdomen Bawah [Pelvis | Rpl.141.000 | Rpl 456,000 | Rp.2.600 000
13, Whele Abdomen (atas bawah) Rpl452.000 | Rpl 845000 | Rpd.300.000
14.2.8 Pemeriksann USG
== 1.Uppet-Lower Rp BRON | Rp 112000 | Rp 200000
2.Upper/ Lower/Tirnid [ Testis/kepala | Rp 66,000 | Rp 24.000 | Ep 150.000
3.Per organ Rp 44000 | Kp 56000 | Ep 00000
4. mammae - Rp 86000 | Kpll2.000 | Ep 200000
l - 5.Muaknuloakeletal 1 aial Rp 61600 | Rp 7400 | Rp 140.000
6. Doppler Kepals  Doppler Rp B6.800 | Rp 123.200 Rp 220000
| Carotia/Doppler Coll; Thorax
7.Doppler Eketremitas 1 Rp 9A.800 | Rp 123.200 | Rp 220.000
sizi) Dioppler 2 sisi
S i 8.Doppler Abdomen 1 misi/ Doppler | Rp 96800 | Rp 123,200 | Rp 220.000
Genctalia/Doppler Indorectal
B Guiding FNAR Rp 198000 | Rp 252.000 Ep 450.000
L. Guiding, Masaa Rp L05.600 | Rp 134400 | Rp 240000
S .u.l. : — 1
15. | Pelayanan Laboratorium
15.1 | Pemeriksaan Hemarologi
15.1.1 PPT Rp 20000 | Kp 15000 | Rp 35.000
APTT [BYSMEX) Fp 20000 | Rp 15.000 Bp 35000
" Darah Lengkap Rp 35000 | Rp 25.000 | Rp 60,000
THb Rp 5000 | Rp 5.000 Rp 10.000
L&D Rp 5.000 | Rp 10000 | Rp 15000
Golongan Darah + Rhesus Rp 10.000 | Hp 10000 | Bp  20.000
“Masa Ferdarahan [BT) Rp 5000 | Rp 10000 | Rp 15.000
e e— | Masa Pembekuan (CT) Rp 5000 | Rp 10,000 | Kp 15000
Retikulozsic Rp 5.0 Rp 10000 Rp 15000
" LFB Rp 5.000 | Rp 10000 | Rp 13.000
Morfologi Darsh Tepi/ Gambaran Rp 20.000 50.000 | Rp 70.000
Diarah Tept [MOT/GOT)
TIRC h Rp 35000 | Bp 50000 | Rp &5.000
| Feritin Rp 25000 | Rp 50000 | Rp 75000
LE Cell (Sel LE} Rp 10000 | Rp 20000 | Rp 30.000
BMP Rp 25000 | Ep100.000 Rp 125.000 |
D-Dimcr Rp 50,000 | Rp 30,000 | Rp &0.000
Prrnlesiclise | MPD Rp 10000 | Rp 20000 | Ep 30.000 |
Retralesi Bekuan Rp 2500 | Hp 7500 Rp 10,000
CD 4 N Rp  #0.000 | Rp 50000 | Rp 20000
TT Ratio { Immature tu Total Rp 10000 | Ep 23.000 | Rp 35.000
Melrophyle |
IME/PT [Index Mommalized Ratio | REp 253000 | Ep 500000 Ep Ta.000 '




15.2 | Pemerlksaan Kimia

Natrium Rp 15000 |[Rp 25000 | Rp 40,000
Kalhim Rp 5000 [Rp 25.000 Rp 40,000
Chilorida Rp 15000 [Rp 25.000 Rp 40,000
Analiza Gas Darah ) Rp 30000 Rp 200,000 Rp 230,000
Total Protein Rp 5000 [Ep 10.000 Hp 15000
Albumin Rp 5000 Rp 0.000 [ Rp 15000
Hilirubin Total | Rp 5000 iRp 10,000 | Rp 15000
Rilinthin Tirek Rp 5.000 [Rp 10.000 | Rp 15.000
Bilirubin Indirect Rp 5000 Rp  10.000 " Rp 15000
Urea == Rp 5.000 [Rp L. 000 Rp 15.000
Kreatnin Fp  5.000 |R.j.l Lo.00 Bp 15000
Asam Tlrai Rp 5000 |R]:| 10.00n Rp 15.000
Cholesterol Ep .00 |F‘.]:- L0, Q00 Fp 15.000
LOH Ep 25000 |[Rp 30.000 Hp 55.000
HNL-Cholesternl B 15.000 |Rp 200,000 Rp 35.0410
i LDL-Cholesterol Rp 15000 [Rp 20000 Kp 45000
[ Teighnerida Ry S5.000 [Rp 10000 Rp 15.000
SGOT Rp 5000 |Rp 10D00| Rp 15.000
By Ro 5000 |Rp 10000 | Rp 15.000
| Alkall Fosfatase ) Ro 10000 |Rp 20.000| Rp 30.000
CGlukoea Darah Sewaletu Rp 10000 [Rp 10000 Rp 20.000
Glucosa Darah Puasa Rp 10000 | Bp 10,0460 BEp 3000
" | Glukoss Darah 2 jam PF Rp 10000 |Rp 10000 | Rp 20000
IGa.mm.ul}T Ep TR0 Ep 15.00 REp  25.040
Amilase i Rp 20000 |Rp 25000 Rp 35.000
Lipase h Rp 20,000 |Rp 35.000| Rp 55.000
CKMB - Ep 30000 |Rp 35.000| Ep 65000
Calsiaum i 15.00] [Eae] 25004 Fp  S0.000
Serum Tron / Fe Rp 15.000 | Rp 35000 Rp 30000
- Ferritin FEp 25000 [Rp 45000( Rp 70.000
Fihrinogen ' Rp 35000 | Rp 60.000 | Rp 95.000 |
HbALC Rp 50000 | Rp 100.000 | Rp 150.000
Cholinesterase —— ~ Rp 25000 |Rp 45000 Rp 70,000
15.3 | Pemeriksaan Sero Immunalogi dan Infeksi l
15,31 Hepatitis Marker
' HBasg Rapid Test Rp 15000 |Rp 30,000 Rp 45.000
Anb-HEs Rapid Test Rp 15000 |Rp 30000 Rp 45000
Anti-HBe Rapicl Tesl Rp 15.000 | Hp 30000 Rp 45000
Antl HAY Igh Rp  20.000 !R]:l 40,000 | Rp 60,000
Anti HOW Fp 20.000 | Rp 40,000 Rp 60.000
15.3.2 HIV Marker
" HIV 1/ I Rapid Teat Rp 20000 |[Rp #0000 Rp 60000
- T |
15.3.3 Other Infections Marlker
T ASTOD Rp 10000 [Rp 25000 Rp 35.000
Iwmm'ﬁm’ Rp 10000 |Rp 25.000| Rp 95.000




CRP |C-Renclive Prolein] (BloSyatem) | Bp 10000 [ Rp 25000 Rp 35000
i Tubmx TF Rp 30000 |Rp S0.000 | Rp BOGOD
7 RF |Rheamatmd Facior] Rp 15000 |Rp 15000 Rp 30000
NEl-Ag Rp 75000 |Rp 100000 | Rp 75000
Dengae g G dan Ig M REp 75000 | Rp 100000 | ERp 175.000
B Covid Rapid Test Rp 40000 |Rp 53000 Rp 95000
Chikungunya 1 G dun Rp 35000 | Rp 63000 Rp 100,000
- g M )
15534 Ftrl.jﬂ.i{i.t Menular Seksual B
TPHA a Rp 15000 | Bp 30000 HRp 45000
YDEL/S RPR Rp 15. 0108 Rp 20004100 Hp  G5.00U
15.3.5 | Cardiac Marler
" Troponin Rp  05.000 | Rp <0000 | ®Rp #5000
s BT Rp 35000 |Rp 40000 | Rp 75.000
15.4 Pemerikaaan Uein I
Urin Rutin | Rp 10,000 | Bp 10000 Rp 20000 |
Uji Kehamilan {urin strip Rp 10000 | Ep 10.0040 Rp 20,000
Jeelup|
[ | 15.5 | Pemerikasan Mikrobiologi
' Fesea Rutin Rp 5000 | Bp 10000 [ Rp 15000
n | Malaria (DDE] Rp 10000 | Rp 10.000 Rp 20.000
]
15,6 Permeriksaan Narkola
Narkoba & parameter (AMP, MOF, Rp 145000 | Rp 100000 | Rp 245 000
THC, COC, MET, BZD)
T JETST. B | —]
| 15.7 | Pemerikgas PCR (hama ditetaphkan tarifl mapiah] izl
I| I| Covid Ry 150.000 |
Hepatitis A Rp 100.000 |
Hepatitis B o Ep 70.000
M Hepatitis © Rp 35.000
16. | Pelayanan Gigl dan Mulut
16.1 Orral Surgesy
16,0.1 [ Pemeriksaan glgl tanpa Rp 5000 | Rp 20000 Rp 25.000 |
tindakan |dr.Gig Umnum|
16.1.2 " Pemeriksaan gigi tanpa Rp  5.000 | Hp 45000 Rp 50,000
Tindakcisn [cdr. Gigi
- Spestalis]
6.2 Ekstraksi Gigi | odeh drgl, Glgl Decddui
| 1621 Gigi Seri Anlerior |gigl 11&17) Rp  19.140 | Rp 24360 | MKp 43500
| . 16.2.2 Gigh Seri Posterior (gigh 0 s/d V) | Rp 24200 | Rp 30800 Rp S5.000 .
L | fr— |
16.3 | Ekatrakal Gigi [ oleh drg), Gigl Permanen
1631 | Gigi Anverior [migi 11 &12) Rp 30.800 [ Rp 39.200 | Rp 70.000
= 16.3.0 Gixi Posterior (gig C a,/d M2 Rp 35200  Rp 44.800| Rp 80.000




16.3.3 Radix Anterior (gigi 11812 Rp J28.600 | Rp 36400] Rp 65.000
16.3.4 Radix Posterlor (gigi C =/d M2) Rp 33.000 | Rp 42000 Rp 75000
16.4 | Ekstraksi gigi dengan Komplikasi oleb dog, Gigi Decidui ==
16.4.1 [ Gigi Seni Anterior (gig 11 &12) Rp 21.340 |Rp 27.1601| Rp 48500
— | | 1642 Gigl Seri Peaterior (Gigh [ &/d V) Fp 26400 Rp 33.600] FRp 60.000
16.4.3 Gigi anterior |gigi 11 & [2) Bp 35200 | Bp <4800, Hp BO.000
16.4.4 Gigi posterior [Gig C s/d M2) Rp 39.600 |Rp 50400 Rp 50.000
16.4.5 Gigh Fraktur Terbuka Rp 41800 [Rp 53.200| Rp 95000
! 1.4, f iy froktur tertatup Bp 52800 | Rp 67200 | Hp 120,000
16.4.7 gigi M3 bukoversi Rp 55000 |Rp 70.000 | Rp 125000
16.4.8 Gig M3 Meraio Angular Rp 68200 |(Rp 86800 Rp 155.000
|
16,5 | Ekstraksi gigi dengan komplikasi [drg Spesialis)|
16.5.1 Gl frakbar terbuka Rp 46200 |Rp 58800 Fp 105000
16,5.2 gigi frakiur tertutup Rp 53900 |Rp 6EGO0| Ep 122500
[ 16.5.3 migi M3 Bukoversi Rp 66000 | Rp &4000[ Rp 150.000
16.5.4 migl m3 Mesio Angular "Rp 81400 |Rp L03.600| Rp 185000 |
16.6 Timdakan Medik & pecali 5-E|'Ja.|:|.,g I
L6.6.] Alvendectomy /kuadran [Rp 44000 [Rp 56000 Rp 10000
16.6.2 muccorele | Rp 96800 | Rp 123200 | Rp 220000 |
16.6.3 epulis Rp RR.OOD | Rp [12.000 [ Rp 200000
B 16.6.4 aperculectomy Rp 44000 | Rp 56,000 | Rp L00.000
16.6.5 Inciei abees ntra oral Bp 44000 | Rp 56000 | Rp l00.000 :
Ia.6.6 : ineisi abses sxlm oml Ep al.600 Ep TE.400 Rpr L4004
| |
[ 167 | Tindakan medilkk & terafi sedang [1 oleh drg '
16.7.1 | fixaxi rahang Rp 66000 | Rp 54000 Hp 150000 |
16.7.2 adontectamy Rp 149600 | Rp 190400 [ Rp 340.000
16.7.3 hacting Rp 22000 | Rp 28000 Rp S0.000 |
16.7.4 buka hacting Rp 13200 |Rp 16800 Ep 30000
16.7.5 I Dy sockel Rp 22 00 Rp 28,000 Rp 50000
16.8 | Tindekan mediks terapi sedang [ oleh dokter spesialis gigi = i
[ 16.8.1 | fixasi rahang | mp TtTo00 [Rp 98000| Rp175.000
16.B.2 ndomtectomy Rp 105600 | Rp 134400 Rp 240,000
== 16.8.3 hacting Rp 22000 | Rp 28000 Rp 50.000
1h.8.4 | buks hacting REp 13200 Hp 16800 Hp 30000
16.9 Honservasi Tambahan Permanen [oleh drgl
16.9.1 AmaLgAm
_. a, Kecil - Rp 33000 [Rp 424000 | Rp 75.000
B b. Besar | mrp 37400 [Rp 47600 | Rp 85000
16.9.2 Glass ionemer [GIC)] 1 l -
a. kel Rp #4.000 [Rp 56000 | Rp 100.000
B b. besar Rp 52.B00 |[Rp G67.200 | Rp 120.000




16.9.3

leomposit light cure [tambalan sinar]

a. kel Rp 66000 [ Rp &4.000[ Rp 150.000
b, Besar Rp 83000 |Rp 112000 Rp200.000
16.10 | Perawatan Saluran Akar Gigl{PSA)
16,10, Trepanasi Rp 28600 | Kp 26400 | Ep 65000
16.10.2 Tambelan sementara Rp 13200 [ Rp 16500 [ Rp 20,000 |
1 1610.3 perglsiam saluran akar gigi Rp 39600 | Rp 50400 | Rp 90.000
16.11 | Bongkar tambalan lama E Rp 14200 | Rp 16800 | Rp 40.000
16.12 | Periendontologi
16.12.1 Ekelling/ 1 RANang atas Rp BR.ODOD | Rp L12.000 [ Rp 200000
16.12.2 skelling/ 2 Rahang atas Rp I7A.D00 |Rp 224.000 | Kp 200.000
16.12.3 Seplintng Gigi/ Regio Rp 1534000 |Rp 106000 | Rp 250.000
17, | Pelayanan Unit Transfusi Darah [UTD) .
171 T Phelebotomi darah untuk Therag Rp 77000 [Rp 98000 Rp 175000
17.2 | darsh PRC Rp 211200  Rp 263800 | Rp480.000
7.3 darsh PLT Rp 211.200 | Hp 268.H00| Rp 480000
174 | blaya pemerikssnn yg tidak coook ]
a.hemoglobin Rp RROD |[Rp 11200 Rp 20000
b.Golongan darsh,1RH ' Rp  B800 |[Rp 11.200| Rp 20000
e.Cross Match maynr, I't'['mn:-r.]:luaiﬁf ) ! Ep 6latd |Rp 73.40d R 180000 |
duji Screening/ MLTD Rp 105600 |Rp L34.400 | Rp 240000
|
18. | Tindakan Medik dan Terapi Terencans di Kamar Operasi dengan Ancstosi )
181 | Kelas [l {disamakan untuls semua kelas| T
. 158.1.1 HKecil Ep 2.300.0001
18.1.2 Sedang Rp 3.000.000
18.1.3 Besnr Ep 4.500.000
- 18.1.49 Khusua Rp 5.500.000
1815 sperasi e day care Rp 2. 000000
182 | Kelas Il ==
18.2.1 Kecil Rp 2,800,000
18.2.2 Sedang | Rp 3.500.000
18.2.3 Besar Rp 5.000.000
18.2.4 Khusnua H.g b OO0, 000
18.2.5 operasi one day care R 2000, 000
B 183 | Kelas | = -
18.3.] Kl B " Ep 3.300.000
1832 | Sedang ] Rp 4.000.000
18.3.3 Henar Rp 5,500,000
18.3.4 Khusus Rp 6,500,000
T 1835 opersi one day care . Rp 2.000.000




184 | VIP
1841 Kecil BEp 3800 -I:IDI'l:
1B.4 .2 Sedang !';l]:l 4 S0 000
18.4.3 Bta‘a‘: Hp o {100 G0
18.4.4 Khusws - Rp 7.000.000
1845 opeTasi one day care Rp 2.000.000
19, | Pelayanan HCU/ ICU/ ICCU/ Perinatologi [
19.1 Pemakaian Peralaian Perhari ==
Monitor ECG Rp 70000 | Rp 300000 | Rp 100000
Ventilatar Bp 90000 | Bp AOOOD | Rp 150.000
Syring Pump : = S 1
4.1-3 Buah Rp 15000 | Rp  10.000| Rp 25000
b.4-6 Buah o Rp 30000 | Rp 20,000 | Rp 50000
infusion Pump F )
| &.1-3 Buah Rp 15000 [Rp 10.000| Rp 25.000
b.4-6 Buah Ep 40000 | Rp 20000 Rp 50.000
Alr Macras h Rp  35.000 ] Rp 15000 Rp 50.000
Kasur Decubitue ! bhari - - Rp 12000 |Rp 28000 Rp 40.000
Warm Matras/ harti Bp 12000 | Rp  25000| Rp 40000
Bhrencis washing; hari Rp L5000 |Rp 25.000| Rp 40,000 |
resusitasi neonalus o RBp BAEODOOD | Rp 112000 Rp 200000 |
intubasi Rp 85000 |Rp 112.000| Rp 200.000
20  Pelayanan Jenazah
20.1 II Pelayanan Jenazah
20.1.1 [ Perawacan Jenazah tanpa Farmalin | Rp  35.000 | Rp gs.crﬂu'l Rp 150.000
30.1.2 perawatan Jenazah dengan Rp 200.000 | Rp A00.000 | Rp 500.000
Formalin |
21.1.3 Penyirmpanan muryak )/ Har (tanpa Rp 300410 | BRp  HL0O0 En 50004
pendinging
1.4 Pemydmpanan muryat /o [dl!‘l'l.ﬂﬂl‘l. Rp R0 Rp B0 Rp 150,000
20.1.5 Jahit Luka pada maval [penjahitan) | BRp  1.000 | Bp  2.000 | Ep 3.000
20.1.6 visum mayvat Lanpa bedah mayat Ep 30000 | Bp  50.000 . Bp RO.000
20.1.7 "-T:iqum luka, leecelakaan, dan Rp 40000 Rp B0 00 II Rp 1000000
| tndaksn kelerasan |
[ 20.1.8 Visum Kejahatan Sckaual Rp 40000 |Rp 60000 Rp 100.000
20.1.9 Vigum Luar Jenazah Rp 40000 | Rp &0.000 | Rp 100.000
20,110 Visum Luar dan dalam Jenazah Rp 140000 | Rp 210,000 Rp 250,004
30.1.11 Koonservasi Jenazah Rp 225000 | Rp 150.000 | Rp 475000




B, PELAYANAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN FOSDEKES

JENIS PELAYANAN - TARIF
1 | PELAYANAN PENGOBATAN ===
EL Pelayanan Imunizasi Calon pengantin o Gratis
b. | Rawat Inap/hari Rp 120.000
2 | BIAYA OPERASI -
a Operasi Kecil Ep 25000
b, Operasi Sedang Fp 35000
o . COperasi berat RMFT'I}DD
d. Jahitan hika R '
: 1) Jahit luka pertama o Rp 40.000
2 Jahit luka kedua & selerusnye (per-jahitan) Rp 3000
c. Khitanan Anak laki-laki Rp 200.000
£ | Tindik anak perempuan Rp 50.000
E- | Perawatlan luka balkar ) = =
1} | Ringan ~ Rp 50,000
S 2) Sedang Rp 75000
3 Berat E Rp 100.000
h Pasang dan buka infus, katerisasi retensi urine Rp  &0.000
3 |PELAYANAK KB MANDIRI [tidak termasuk Obat dan alat kontrasepsi)
i = Pemasangan TUD Ep 80,000
b. Pelepasan TUD Ejp 100,000
o Pelepasan IUD dengan pemyvulit o Rp 150,000
d. Pemasangan Implant Kp 100.000
e, Pelepazan Implant B Rp 100,000 |
f Pelepasan Implani penyulit Rp 150.000
£ | Suntk KB Hp 25.000
k Vasektomi Rp 350.000
4 | TINDAKAN PERAWATAN GIGI (per-gigi) ==
a. Pencabutan '
1 Gigi susu Rp 25.000
- 2] Gigi Permanen Rp 30.000 |
3] Gigl permanen dengan penyuli Rp A0.000
b Tumpsatan/ pt'-ﬁaﬁhalé.ﬁ -
= 1] Sementara = R.p 25.000
'3) | TetapJic . Rp 50.000
| 3) Tetap dengan silkcat | Rp 70.000
i c.. | Pﬁnlbe?Lhun karang gigi ' ]
| 1) Grade 1 | < 10 gigi ) Rp S50.000
I2) Grade 2 { 11 - 20 gigi ) Rp 100.000 |
3) ;Gmd:t'aisznm_qia Rp 150000
dl. Perawalan Abses dengan inzizi Rp 30,000
e Perawatan Lesi [ ulkus rongga mulit Rp 20.000
" F Perawatan pulp capping o Rp 30.000 |
|G Perawatan aalavan akar fsaral gigl B 30.000 |




'H | Alveoletomy Rp 40,000
1 | Openculectormy Rp 40.000
J | Pembuatan pigi palsu 1 paloet Rp 1,504,000
6  PEMERIKSAAN LABORATORIUM
. H:nl&ii?l-ﬁgi
1 Pemerikanan darah rutin (hematology analizer) Rp 100.000
2 laju Endap Darah [LED) Rp 15.000
3 | Golongen Darah Rp 20.000
4 | Hemologhin cyanmed Rp 15.000
5 Leucoait Rp 15.000
[ Eritrosit Rp 15.000
T | Tromboait Rp 15.000
8 Gambaran darah tepi Rp 15.000
b. Pemeriksnan urine
1) Urine Lengkap [10 P) Rp 33.000
2 Sedimen Rp 20000
2 Parasitologi
1) Mealaria, DOR Rp 30.000
2) Filariasis Rp 25.000
| d. Fapors '
1) " Makroskopis Rp 20.000
[ 2} | Mikroakopis Rp 30.000
e, ] -EE'II:I-].l.:Igi. =
1] Grafindex tesl Rp 20.000
2] Widal test Rp 50.000
3] | Dengue NSTAQ test Rp 35.000
4 DHT IgG/leM test Rp 235000
5 Rapid Malaria Rp 35000
f. Balkteriologi o
1) BTA Rp =20.000
2) BTA Lepra Ep 35.000
i 3 TCM Test Rp 125.000
e
[ 1] Gula darah Ep 20.000
2) Asam urat Rp 30,000
B 3} Chaolesterol total Rp 35.000 |
4 IVA Test B Rp 36000
5 | Test Kehamilan Rp 15000
| h Rapid test aptigen Rp 100.000
I Pemerikzaan HIY Rp 200.000 |
J Pemeriksaan sifilis Rp 100.000
K Pemerilesaan Hepatitis Ry 100,000
- Pemerikaaan Narkoba Rpz 254,000
6 | PENGURUBAN JENAZAH =
R Pengawetan Jenazah Rp 120,000
b. Viaum Luar R 100,000




7 | PENGQUNAAN OKSIGEN o
i a |02 Tabung per atrip - Rp  5.000
B Per liter / < 4 jam Rp 30,0040
e Per litet [ = 4 jam Rp 70.000 |
8 | PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DAN KEERACUNAN |
a. Tindakan ringan :
1 Angkat corpus di mata/telinga/ hidung Ep 20,000 I
2 Angkat kateter Rp 20.000
BRE Angkat Jahitan Rp 20000
1 Aspirasi abses | kista - Hp 20000
5 Ganti Balug Rp 15.000
3 Insisi abses < 5 cm Rp 20000
7 Irigasi mata/tclinga Ep 15.000 |
' I " Pusang chat rectal Rp 15.000 |
| 3 Injeksi, skinterst Fp 5.000
10 | Cuci luka ) Rp 10.000
b. Tindakan sedang
I Exterpasi bk Rp 100,000
2 Exterpasi Limpoma < 2 cm Rp 120,000
E 3 E::Tmpaqiﬁﬁfmma 3-5cm Ep 200.000
4 Exterpasi Hmpul'na > 3 it Rp 300.000
5 ' Tindakan tusukan psl-m Bp 530.000
& Tindukan gigitan anjing Rp 50.000
T 'I'm-l:lalm.n gigitan ular Rp 50.000
8 ‘Angkat serumen Lﬂ:ll.ngﬂ Rp 50.000
o Tnaiai absca sedang 5 - 10 ¢m Rp 40,000
10 ; Pasang apalak Ep 30,000 |
B il Pasang tampon hidung Rp 25.000
12 Rectal fuse Rp 25.000
13 Suction Rp 30,000
o, Tindakan besar
I 1 Expolarasi luka tusuk (senjata tajam) Rp 25.000
T2 Ingisi abaecs = 10 cm Rp 30. ooo |
E Pasang NGT + bilas lambung Rp 175,000
4 Pasang NGT Rp 75.000
5 RJP Rp 60.000
9 | BIAYA RONTGEN | Rp  50.000
10  USG Rp BO.ODOD
11 Tindakan UGD
_r . Incubator Rp B5.000 |
2. Ventilator R Rp &0.000
3. Blue light Ep 75.000
4. Bedside monitor per jam Rp 60.000
|5, EKG : | Rp 70.000
6. Nebulizer : ' Rp 50000
T. Pemasangsan Selm Bp  30.000
Slll.'“tl.l'l-'l:'l )
| #, Tindakan ringan Ep ?E.DDU |




9. Tindakan sedang Rp 75.000 |

10. Tindakan berat - Rp 280.000 |

11. Tindakan khusus Ep 350.000
12 | EAMAR BERSALIN )

1. Persalinan normal Rp BO0.000

2. Persalinan penyul Rp1.000.000

3. EkaHuram sise jaringan pada abortus

Rp 150,000

13 VISIT DOKTER Rp 25.000 |
14 | AKUPRESUR PER JAM Rp 30.000 |
| 15 | HOME CARE Rp 75.000 |
2, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
No URAIAN SUBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF
|. | Rumah Tangga g
[ a. | Volume sampah {0-10Kg] Per bulan Rp. 13000
b. | Volume sampah [= 10kg] Per bulan Rp. 30.000
2. | Rumah Makan Per bulan Rp. 50000
3. | Retail =T Per bulan Rp. &0.000
" 4. | Toke/Warung Per bulan Ep. 30.000
5, Usaha dengan Gerobak Dorong dan Per bulan Ep. 20000
Usaha tidak permanen lainnya
Tepat Hiburan Tetap Fer bulan Rp. 50.000 1
i Hiburan; Keramaian Umum/
Bazar _
' A, Ukuran Ixi M Per lapuk /har REp.  2.000
b. | Ukuren = 1x1 M Fer lapak /hari Rp. 5.000
8. | Hajatan Masyaralat - Per hajatan Rp. 100,000 |
o, | Usaha Perbankan dan jass Per bulan Rp.200.000
Keuangan Laingya
1. | UUzaha Pelayanan Kesehatan: I
(&, | Balai pengobatan swasta | Per bulan Rp. 30.000
Paoliklinik
b. | Apotik, Toko Obat dan Per bulan Rp. 30.000
| sejenisnya : i
' 11. | Penganglkutan sesuai permintasn masyarakat
A I:'J:n_g:mgkutan sampah secara Per pengang- kutan Ry, 20 000
| marnisal 0 -3 M3
- b. | Pengenkutan sampah secara Per pengang- leutan Rp. 50.000
menual > 5 M3
e Sewa Kontainer 0 - 4 M3 Per pengang- kutan Bp. 1000
Sewa Kontainer = 4 M3 Per pengang- kutan Rp.150.000 |
_! P&Iﬂyﬂj:an Anghutan Per pengarng- leutan Ep. laEE'E'D ;

Kontainer sampah

12,

Dunis Usahe

a. P:n,g:a.ngkuian sampah secara manual




1} 0-20 Em FPer pl:n.gﬂngl::uta.n Rp. 200.000
2) 21-50 Km Per pengangkutan ‘Rp. 250.000
3} 50-T5 Km Per pun.gimgkuta:ﬁ Rp. 300000
4} =75 Km Per pengenglutan Rp. 550.000 |
b, Penganglkutan sampah dengan menyewa,; mengpunakan cantainer ===
1] 0-20 Km Per pengangkutan Rp. 150,000
2] 21-50 Km Per pengangloatan Ep. 250,000
3} 30-75 Km Per pengangkulan Rp. 250.000
4} =7hH Km Per pengangkutan Rp. 304000
13. | Hotel Melati/Peginapan N Per bulan Rp. 100.000
14, | Toko/ Kios /warung/lapak di )
Wilayah pagar
a Permancn Per hari RBp. 2.000
b Tiduk Permernen Per hari Rp. 1.000
15 Ptﬂ.‘gltdi:u],g!l.ﬂ iy Per Bulan Rp. 200000
16. | Pembusngan sampah sendici -
langsung ke lokasi TPA
a. Masvarakat = Per M? Ep. 20.000
b, Badan Usaha Per M?* Ep. 200.000
17, Pengangkutan lmbah haszil Fer pengang kutan Rp. 230000
pembongkaran bangunan
18, | Hiburan/Keramaian /event Per kegiatan Rp. 1000000
Aari
3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
JENIE HENDARAAN BATUAN TARIF
1. |SEPEDA MOTOR Per Parkir Rp. 2.000
2. | MOBIL i
; a. | RODA 4 Per Parkir Rp. 3.000
b. RODA & iIMAKS & TON) Per Parkir Rp. 5000
i o, RODCA & KEATAS IMAKS 24 TON)| Fer Packlr Ry 10000
4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
JENIS FABILITAS BATUAN TARIF
1 | kios =
a |Ukuren2x3m Per bulan Rp. 80.000
{lantod keramik, sararg prosarana
kebersihan dan Listrik]
b Uluran 3 x 3 in Perbulan Fopr. 100000
[lantai keramik, sarana pragarana
| kebersihan dan Listrik)
| 2. Lo i Ferhari Rp. 2.000
A, | Ukiran 1x2a/d2x2m Perhari Rp. 4000 |

b, | Ukuran 2 % 3 sfd3xdm




3. | LAPAK/PELATARAN Perhari Rp. 2.000

| Ueuran 2 x 3 s/d 2 x4 m . Perhari H]:;.W
b. | Ukuran 3 £ 3 m Keatas
4, CUDANG BARANG Parhari Rp. 2.000
A- Ulkuran 2 x 3 Perhari Fp. 3.000
- Ukuran 3 x 3 Perhari ~ Rp. 4,000
c. | Ukuran 3 x 4 [ Perhari Rp. 5.000 .
"d. | Ukuran 4 = 4 Keataa

5 PEDAGANG ASONGAN

a. | Menggunakan Mabil Per unit perhari Rp. 4000 |
| h. | Menpgunukan Gerohak Sorong/ Per unit perhari Rp. E.{.'-Dﬂ
Motar
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR |
TENTANG

TAHUN 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,

LOKASI JERiZ | LUAS | BATUAR | TARIF KETERANGAR
| BANGUNAN
Pasar B Los '
K{-I.H I = — - S
y - Permanen | 25mZx2,5m Perhari Rp. 7.000
i Letak v Burategis,
| lant=i keramil:
| : ALl .l e e T - . Hutaman Parkir
Zmx3m Perhart Rp. &.000 Luss diseroen,
SUTUTA Erasarais
! : . k=haprainan, s
Amxim | Perhar Ep. 9.000 tiécath, liatrile
| sl
b. Kios
[ - Permanen 25m*x25m Perbulan | Ep. 90,000 Lﬂ;ﬁtlgﬁm?
[ i Halmemamn P
: e i L dise '
2 mxim Perbulan Rp. 12.000 | mﬁ prq;:::r]n
Fl“b.'-'\l:!:l:htf.ﬁ. 13
I mxim Perbuian Rp. 1 50000 I . :_::J.: R
- Peraiatan R Perbuian | Rp. 90000
Pasar a. Los i
Hoelas 1T ; - .
- Semi 25m*x25m Perhari Rp. 4.000
Permanen laeai heramik
— . = Halamen Parkir
2m=x3dm Perhati Bp. 5,000 frks, Sugvars
Prasarana
; kebersihan, mic
3 mxim Perhari Bp. G000 | terah listik umom
Permanen 25mix25m Perhari Ep. 5.000
Lantai Keramik
- Zarana Mrasarann |
2 mx3m Perhart Rp, 6,000 | behovainan, a
Leruth Listrok
£ reraendivi,
G a3 | Perhari | Rp. 7460
. Klos | , ,
Sermni 25mix25m | Perbulan Rp. GO0 |
Permanen lamtai keararnik
Halamsan Parkor
2 mx3m Perbulan  Rp, 70000 o Tores
| kebarsihan, |, iatrk
— app 2. ol WAEEL
. I mx3m Prriulan Kp., BO.000




- Permanen 25m2x25m Perbulan | Rp. 70.000
Larilod Kram e,
2ot ¥ o3 m Perbulan Ep. 80.000 | Saronn Prasarana
keherainan, Lastrile
Lepgcondin,
: I mx3m Perbulan Rp. L0 000
|
= Peralatan m ® m Perbulan Rp. 20,000
Pagar a. Loa
Kelas IT e o 25mix2,5m | Perhan Rp. 3.500 | I
Peraanen 2 mx3m ' Perhari REp. 4.500
dmx3m Perhari Ep. 3.500
- Permanen 25mix25m Perhari | Rp. 4.500
2 mx3m ( Perhari | Rp. 5.500
. . Lantal e,
3mxadm Petharl | Rp. 6.500 | Sarans Prasursne
3 keberainan, alr
b. Kica | hersih Listrik
- Bermi 2,5m2x 2.50m Perbulaty Ep. 30,000 LWL
S 2 mx3m Perbulan | Rp. 60,000 |
3 mx3m Perbulan = Rp. 70.000
- Permanen 25mlx2.5m Perbulan Ep. a0.000 |
2 mx3dm Perbulat Ep. 70,000
3 mx3Im Perbulan R;TSLIDUEI
- Peralatan Per unit " Perbulan | Rp, 70,000 | '

2. PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN [KAN, TERNAK,

HASIL HUTAN BESERTA FASILITASNYA

HASIL BUMI DAN

JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF
1. | TEMPAT PELELANGAN TERNAK =
8. | Ternak Sapi Dan Kerbau
- Pemakaian Tempat Fer ekor perhari Ep. 10,040
b. | Ternak Kambing dan Domba )
Pemakalan Tempat -‘ Per ekor perhari Rp. 3.000
2. | TEMPAT PELELANGAN IKAN Per kila perhari Rn. 100
3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUARE BADAN JALAN
a, [Terminal Blok D, Rest Area Kuala Jambi, Zabak Sirkut (didalam),
Pelabuhan LLASDP Nipah Panjang, GOR, Sungai Puding).
Mo JENIS KENDARAAN BATUAN TARIF
Hua/Truk dan acjchianva Per jam Per wanit Rp. 3000
2 Sedan/Jeep/ Mikrobus / Mikrolel / Pik Up dan Per jum Per unit Bp. 2.000
sejenianyva
3 Bepeda Motor Per jum Per wunit Rp. 1000




b, Area Pasar

PELAYANAN PARKIR PASAR SATUAN TARIF
= - |
a. | Bus/truck dan aejenisnya Per unit perhari Ep. .00 |
b. | Sedan/Jeep/Mikrobus, Mikroler Per unit perhari Rp. 3.000
Pick-Up dan aejenianya
i c. | Sepeda Motor Per unit perhari Rp, 2.000
4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN /VILLA
No | KELAS KAMAR/RUANGAN SATUAN TARIF
1 | Kelas Ekenomi Perkamar Permalam Rp. 75.000
2 Kelas Standar Perkamar Permalam R 106k, D00
3 Kelas V.LP. Perkamar Permalam Rp. 20,000
3. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK
No JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF
1 | PEMOTONGAN HEWAN |
a, | Sapi, Kerbaw - Perekor Rp. 15.000
b. | Kambing, Domba === Perekor Rp. 6.000 |
2 | PEMOTONGAN KHUSUS /PAKSA F—= et i
[(Karena Hecelakaan) |
a. | Sapi, Kerbau Perekar Rp. 35.000
b. | Kambing/Domba Perckar Rp. 15.000
f. JASA KEPELABUHAN
No ' OBJEK RETRIBUSI BATUAN TARIF
1 | Tambat Labuh B
< 10 GT Per Hari Rp, 3000
10 - 30 GT = : ~ Per Hari Rp. 5.000
31 — 45 GT Per Hari Rp. 10.000
46 — 0l GT Per Hari . 20 000
&1 - 100 GT Per Hari . 25,000
= 100 GT = o Per Hari Rp. 30.000




7. PELAYANAN TEMPAT REKREASI PARTWISATA DAN OLAH RAGA

Ko JENIS FASILITAS BATUAN TARIF
- P'GH.EIJB.H.EIEFI. atau Pemakoian Kolam Benang ;
a. Anak Anak | Perorang permasuk Rp. 5.000 |
b, Dewasa Ferorang pormasuk Rp. 10,000 :
8. PELAYANAN FPENYEBRANGAN ORANG ATALU  BARANG DENGAN
MENGGUNAKAN EENDARAAN DI AIR

No OBJEE RETRIEBUSI BATUAN TARIF

L Paz Masuk Pelabuhan Orang |
a. Motor R Per Orang Rp 2.000
b. Mobil : Per Umnit Ep 3.000
- Jenis Pic Up - Per Unit | Rp 4.000
= Jenizs Mobil Truk Per Unit Ep 5.000

9. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PUPUK ORGANIK PADAT [PUPUK KOMPOS) PADA TAMAN TEKNOQLOGT

PERTANIAN
BERAT
No JENIS HKEMASAN KEMASAN (Kg) TARIF
1. | Pupuk Kompos Plaatik 3 Ep 5.000
2. | Pupuk Kompos Karung Plastik | 10 Rp 12.000
3. | Pupuk Kompos Karung Plastik an Rp 32.000
B. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN
PARAMATER KUALITAS LINGEKUNGAN
" | PEMAKAIAN PERALATAN LARORATORIUM DAN
PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS SATUAN TARLF
LINGKUNGAN
a. | Peralatan lapangan untuk pengambilan
sampel air
1 [ Air (ABA/Air Tanah/Limbah Cair) Perhotol Hp. 25.00
2 | Benthos Per Umnil Hp &, 000
3 | Plankton - Per Unit Rp. 15.000
4 | Penguluran Debit Per Unit Rp. 50.000
5 | Botol sampel volume 1 Liter Perbotal Rp.  a.000
i | Botol aampel walume 500 Mililiter Perhioral Rp, 2,500




7 | Botnl seampel volume 250 Mililiter Perbotol Rp. 1.500 |
8 | Botpl Streril gampel air mikrobiologi Perbotol Ep. 10000
300 oo
9 | Batol EOD Perbotal Rp. 7.000
b, | Upi Kualicas Air Baku/Air SungaifAir  [Safusn wakiu
Bersih mwmm
Paramerer Fisika
1] Temperatur - N Persampel Rp. 15000
2) Bau Persampel Rp. 10.000
3] Daya Hantar Listrik Perzampel Rp. 15.000
4) Salinitas Persampel Rp. 10.000
| 5] Derajat Keasaman Persampel Ep. 50,000
&) Derajat Kebagaan f’craﬁmpcl Fp. 50000
7] Kekeruhan Persampel Rp. 35.000 |
8] Kesadaran Kalsium (CaC0O3) "~ Persampel Rp. 30.000 |
9) HKesadahan Magnesium Perrampel Rp. 30,000
10) Kesadahean total Persampel Rp. 30.000
[ 11) Klorin Bebas C12) Persampel Ry, 40,000
[ 12) Oksigen Terlarut (DO} Persampel Rp. 40,000
13) Warna Persampel Rp. 40.000
14) Zal Poudal Terlarat [T Pergampel Rp. 40.000
mﬁi '.'.['I:IE'I.l.E-F.II:II.EIi ]TSE} , _-_P:;as;mp:I Rp. 40,000
18] Zat Padat Total [TS) Persampel Rp. 40.000
 Parameter Logam
1} Ahiminium [Al) - = Peraampel Rp. 70.000
2] Antimon [Sh) Feraampel “Rp. 90.000
3] Arsen |As) Poraampel Ep. 125.000
4)  Barium [Bu) Persampel Rp. 90,000
5] Beai [Fe] Persampel Rp. #0000
6] Bishmut (Bi) Persampel Rp. 90.000 |
7] Silikal [S1032) Porsampel Rp. 60.000
&) Hadmiom [Cd) o Persampel Rp. 60.000
9] Kalivum {K) Persampel Rp. 60.000
| 10} Kalsium [Ca) Persampel R, 00,000
11) Cobalt (Co} B Persampel Rp. 90.000
"13) Krombom i1 | Feamsd ‘Rp. 120,000
13} Magnesinm [Mg) I Peraampel Rp. &0.000
14) Mangan [Mn) Persampel Rp. 50.000
15) Merkuri [Hg " Persampel Rp. 120.004
_'J-E_il Matriurm [Ma) Ferzampel Rp. &0.000
17} Nikel (Ni) i Persattpel Rp. 60.000
18) Selenium |Se) " Persampel Rp. 120000
19) Seng [Zn) - Persampel Rp. G0.000
20) Tembaga [Cu) Pereampel Rp. 60.00D
21) Timbal (Ph) Persampel Rp. 90.000
22) Molibdenum [Ma) Persampel Rp. 90,000
23] Perak [Ag| Persampel Rp. 90,000
An Organik Non Metalil ]
1) pH Persampel Rp. 15.000 |

!/



3] Amoniak (NH3-N) Persampel Rp. B0.000
3] Boron (B Persampel Ep. 68,000
4]  Flourida (F) Persampel Rp. 43.700 |
I_si"' Klorida [C) Persampel Rp. 40.600°
a]  Mitrat (NO3) Persampel Rp. 31.300
7] Nitrit (NO2) Persampel Rp. 31,500
8] Total Fosfat [F) " Persampel " Rp. 48.200 |
91 Bianida {Cn) Peraampel Rp. 56700
| 10} Silikal [8103) Persampe] Rp. 31,300
11} Sulfat (S04} i Persampel Rp. 35.000
12} Belerang Seboga (H2S) 2 Persampel Rp. 36.000
13} Sulfit [SO3) Peraampel R, 31,500
14} Total Nitrogen [N-Total) Persampel Rp. 10.000
Organik
1) BOD Persampel Rp. 75.000 |
|2) coD "~ Persampel Rp, 60,500
| 3)  Detergen (MBAS| Persampel Rp. B0.000
4]  Fenol Persatmpel Rp. 83.000
5] Minyak, Lemak Persampel Rp. 120,000 |
6 Zat Organik [KMnO4) Peraampel Rp. 30.000 |
| Microbiologie o .
1) E. Coli Peraampel Rp. 150,000 |
2} Total Coliform Persampel Rp. 150.000 |
3] Fecal Coliform Perzampel Bp. 150,000 |
Uji Udara Ambien
1)  Particulate Matter (PM 10) Pertitik Rp. 200,000
3] Particulare Matter (PM 2,5) Pertitik Rp. 200.000
3]  Total Partikulat [TSP-Debu} © Pertitik R, 200,000
4] Amoniak [NH3) Pertitik Rp. 200001
5] Hidrogen Sulfida [H25) Pertitik Rp. 200.000
6) Karbon Monoksida (GO Pertitik Rp. 200 00K
T"] Nitrng:e.n Drioksida [hruzb Pertitik Ep. 200.000
:-.1] _  Oksidan (D3 | Pertitik Rp. 200,000
9] Sulfur Dioksida (502) f Pertitil Rp. 200000
10] Clorine [C13] | Pertitik Rp. 195,000
[T1) Taotal Florida [F} - Pertitik Rp, 195.000
111 Fluor [ndeks - Pertitik Rp. 195.000
13] Sulfat Indeks  Pertitik Rp. 75000
| 14] Temperature, kelembapan, dan Perritik Rp. 240.000
Kecepatan Angin
U_'l'l. Udars Emisi -
- Emisi Sumber Tidak Bergerak
| 1) Total Partiloular (TSP-Debu) B Pertitik Rp. 180.000 |
2)  Clorine [CI2) Pertitik Ep. 180,000
3 Nitrogen Dicksida (NO2) Pertitik Rp. 180.000
4} Karbon Monoksida (CO) Pertitik Rp. 180.000 |
5| Amonialk (NLE3) Pertitik Kp. 180,000 |
6)  Hidrogen Chlorida (HC)  Pertitik Rp. 180.000 |
7]  Hidrogen Flourida (HF)| Pertitik _R]:W
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8] Opasitas Pertitik Rp. 140.000
9)  Kobalt [Col Pertitik Ep. 140.000
10) Cadmiam [Cd) Pertitik Rp. 140,000
11} Tembaga (Cu) f Pertitik Rp. 140,000
12} Kromium [Cr] i' Pertitik Rp. 140,000
13) Nikel (Ni) l Pertitik Rp. 140.000
14)  Selenium [Se :  Pertitik Rp. [40.000
[ 15} Seng [Zn] Pertitik Ry, 140,000
16) Timbal [Fb) Pertitik Rp. 170.000
17 Arsen (As) Pertitik REp. 224,000
18}  Mercury s Pertitik Ep. 183.000
19) Hidrogen Sulfida [H25) Pertitile Rp. 330.000
20) Komposisi Gas CO, CO2,02 mtode Pertitik Kp. 200.000
gas analyzer temperature laju alir ges &
kadar air ]
21] KomposisiGas CO,C02,02 metode Perritik Rp. 100.000
gas analyz
23] Laju Alir Gas Pertitik Rp. 100,000
23] Kadar Air Pertitik Rp. 200.000
24) Hidrocarbon [HCI-CH4 Pertitik Rp. 240.000
Emizl Sumber Bergerak
1] [ Emisi Bising Kendaraan Bermotor Pertitik ' Rp. 240,000
DMnamis
2] | Emisi Bisng Kendaraan Bermotor Pertitik Rp. 120.000
Sratis
Pengukuran Kebisingan B
1) Kebisingan Lingkungan 1 Pertirik Rp. 120.000
2] Kontur Kehizsingan Untuk Tenaga Kerja Pertitik Rp. 120,000
d] Wibrasl Lingkungan untuk kenyamanan Pertitik Rp. 110.000 |
dan kecac
4) Noise kriteria in door {kebisingan sceaat) Perlilik Ep. 60,000
Pengujian Parameler Kualitas Linglungan '
Dengan Paker
I [ Pengambilan contoh air imbah cair Pertitik Rp.1.925.000
per paket
2 | Pengambilan contoh limbah padat Pertitik Kp.1.925.000
dan tanah per paket
| 3 | Pengambilan contoh udara ambient Pertitik T Rp.1.925.000
Cair per paket
4 | Pengambilan contoh udara emisi Pertitik Rp.3 630000
per pakct |
3 | Pengambilan contoh kebisingan Partitike Rp.1.925.000
per paloet
6 | Pengambilan contoh Biologi Pertitik Rp.1.525.000
| per padeet




C. PELAYANAN LOUNDRY RSU NURDIN HAMZAH

Pelayanan Laundsy

1.1

Pelavanamnan Cucdan (Per-lembar)

a. Celans Pasien Rp 500 | Rp A0 Hp RO
b. Haju paslen; baju petugas OK Ep s00 | Ep 200 Bp 800
o Handuk Besar Rp 5000 | Rp 300 Rp  BOO
T d. handuk Kecil Rp SO0 | Rp 400 Rp 900
I ¢ laken - Rp 200 |Rp 100 | Rp 200
I . selitnut woll Ep RO Ep 00 T Rp 1400
2. selomit biasa Rp 00 | Rp 200 Rp 500
h. kain Duls hesat Ep 00 | Rp 200 | Kp 500
- |
1.2 Pelayanan Setrika
a. celann pasien Ep 00 | Ep 300 | Rp  BOOD
I h. baju pasien /bajn petugas Ok | Hp 500 | Rp 300 Rp 800
| c. handuk besar o Rp 500 | Rp 300 | Rp 800
d. handuk kecll Rp 200 | Rp 100 | Rp  A00 |
] e laken Rp 500 | Rp A Rp 900
f. Selimut woll o R BO0 | Hp 600 Rp 1400
g. Belimut biasaf Rp 500 I Ep 300 Rp  BOO
h. kain Dl besar Ep 300 ; REp 200 Rp 500
I. kain Dk kecil falas mejs/perlak Rp ane | Rp 200  Rp 500
| | — L |
1.3 Pelayanan dengan Mesin Cuc
= a. Kecil {5 kg) [ Rp 30,000 | Rpadooo
B, Sedang (10 kg Rp 60,000 | Rpoo.0o0 |
| & Tesar ~10 kg Rp 100. 000 | Rpio0.000
10. PEMANFAATAN ASET DAERAH
JENIS PELAYANAN BATUAN TARIF {Rp)
1. | PEMAKAIAN PERALATAN PEKERJAAN
| UMUM/INSTANSI LAININY A
| a, | Eravator ' == Rp 173.000
[ Merk ; Case Tj.']:rc - PC130 Perjam
" b. | Exavator - Rp 125.000
Merk : Cat Type : PC30 Ferjarn
€. | Exavatar Ep 125.000
Merk ; Komatsu Type - PO45 Pejam
d. | Exavator Perjam Rp 200,000
Type : PC200D
e ___F_t:-mvalur' ) Perjaz Kp 175.000
Merk ; Pindad Type : 140 F
f. | Excavator Perjam Ep 250000
Merk : CatT Type: 320D




Exavator

Rp 150.000 |

g Perjam
Merk : Findad Type : PC 55
h. | Motor Grader ) Rp 200,000
Merk ; Mitsubizhi Type : MG- 330 Fesja
i. | Motor Grader 2 Rp 250,000
Merk : Hidromex Type - By
. | Motor Grader = Perjam Rp 250.000
Merk : Pinded Type : PG-14
k. | Vibro Roller 7 TON Rp 170,000
Merk : Sakai Twvpe: SV 512 D-H Petjam
1. | Vibro Roller 7 TON = Rp 170.000
| Merk : Case Ferjam
m. | Vibro Boller 3 TON : Rp 125,000
| Merk ; Cat == o o
n. | Vibro Roller 3 TON Rp 125.000
"Merk - Komatsu Type - 5V 5132 IoH Petiam
0. | Vibro Roller 10 TON Perjam Rp 170.000 |
Merk : Pindad Type : PEC-100 =
| p- | Bulldozer : R'[_'n' 170.000 |
Merk : Komalsu T}.-'pv: : D70 LE Perjam
' q. | Bulldozer ; Rp 150.000
Type : D31 - EX Feggam
r. | Dumtruck = Rp 300,000
_I'.'l-fr]E : Hin Ferhari
5. | Dumirack — 1
Merk : PS Mitsubishi st Kp 250.000
l. | Mobil Trailer {Trada)
: e T Perhari Rp. 1000000
| [w.  BECKO LOEDER
f Tvpe : PC 160 Petjatm Rp 100.000
|
' v. | BECKO LOEDER
Type : 3 DX Perjam Rp 170,000
w. | Bus Besar Perhari Rp. | 500,000
| %. | Bus Sedang Perhari Rp. 1000, 000
y. | Kendaraan Roda Empat Pick Up Perhard  Rp. 300.000
Z. | Water Tank Truck Perdam Rp. 30.000
"ma. Penyedotan Lumpur Tinja " Perjam Ep. 250,000
2 ! PEI Eanu E'H‘Nh‘lfw‘[m mﬂ By SATUAN TARIF
'a. | Gedung Ruang pola/pertemuan Perhari Rp. 300.000
| b. | Stadion Olah Rega Paduka Berhala Perhari Rp.1.000.000
i . | Pemeakeaian Gﬁﬁung GOR :
1) | Siang Perhari Rp. 1,000,000
1L 2) | Malam Permalam Rp.1.150.000
d. | Pemakaian Gedung COS
L[] | Siang Perhari Fp. 1,000,000
| 2) | Malam ' Permalam Rp.1.150.000

e



e.  Pemakaian Zabag Nasional Sirkuir Per Event I Rp.5.000.000 |
T | Peonsieiag Labht Fatdocs Perthari |  Rp. 25000
g | Pemakaian Sirkuit untuk Latihan /motor Perhari Per motor Rp. 50.000
h. | Pemakaian Gedung Nasional Perhari Rp. 300.000
i. | Pernakaian Aula Serba Guna Kecamatan | Perhari CRp. 150,000
[ j» | Sewa Lahan Gudang Penampungan | Per m® Per Tahun Rp. 15.000
| Dircposisi ke ret. Pemalkaian asset dacrah] =
k. | Bewa Lahan Kantin | Dircposial ke pad) Per m? Per Tahun Bp. L5 003
L | Tarub/tenda/dan perlengkapan Perunit Rp.  50.00:0
i | Ottt Pl olat Descoiian by, | Pesot Rp. 700.000
n. | Kursi dan meja Poranit Rp. 1.500
'O | Pengeras suara (wareless] Perset Rp. 35.000
P | Sound system — = S Peraet Rp. 75.000 |
MESS PEMERINTAH DAERAH
1) | Pendopo Mess Perhar R, 1 R0, 000
Kamar Kelas | = === “Perhari ~ Rp. 250.000
Eamar Kelas 1T Perhari Rp. 250000
Eamar Kelas I Perhar Ep. 150.00:0
PEMAKAIAN TANAH MILIK FEMDA
. | Tempat Tinggal i T
1} | Luas dibawah 100 m? Pertahun Ep. 60.000
2} | Luas 101 s/d 300 m? Pertahun Rp. 84.000
3) | Luas 301 a/d 500 m? Pertahun Rp. 120,000
4) j_buaa: 501 s/d 1.000 m? Pertathun Rp. 144.000
b. | Tempat Usaha Perdagangan dan Pertanian
1} | Di Bawah 100 m? Pertahun Rp. 100.000
2} | Luas 101 s/d 300 m? - Pertahun Rp. 300000
3 | Luas 301 s/d 500 m? Pertahun Rp.  50O0.0KH
4| | Luas 501 &/d 1.000 m? | Pertahin Rp. 700000
51 | Luas 1.001 8/d 5.000 m2 | Pertahun Rp. 900000
6} | Luas 5.000 s/d 10,000 m* | Pertabum Rp. 1.100.000 |
7} | Luas 10.001 ke atas | Pertahun Rp.1.300.000 |
. | Tempat ugaha BTS [Tower Sosuler] dan |
agjenisnya yang berackala hesar,
1) | Luas 2 m s/d 100 m? Pertahin Rp. 8.000.000
2} | Luas 101 m s/d 200 m? Pertahun Rp.12.000.000
3} | Luas 201 m s/d 300 m? Pertahun Rp. 16.000.000
4] | Luas 301 m a/d 400 m? Pertahun R 20,000, 000
51 | Luag 401 m s,d 500 m* Pertabun Rp.25.000.000
6] | Luas 501 m dan scteruanya ditambah ditamhah |
Rp.5.000.000/ 100m | Rp.5.000,000, 10
= Ejmhm_: _Um..'-t,.l' tahun
d.  Tempnat usahe Pertambanpan Migas Per m2 Pertahun

Rp. 75,000




e =

5 | PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN
BANGUNAN REKLAME MILIK PEMDA
‘&, | Rumah-rumah ex marga Pertahun Rp, 250,000
b. | Rumah Milik Pemda
I 1) [ Bupat Pertahun Rp. 1.300.000
2] | Wakil bupati Pertabun Rp. 1000000
3] | Ketua DPFRD Pertahun Rp. 1000000
4] | Wakil Ketua DPRD, Sekwan | Pertwhun Rp. 700.000
5 | Angeota DFRD Pertahun Rp. 500.000
A} | Bekdr Pertahun Ep. B00.000
7} | Agisten/Kepala SKPD Pertehun Ep.  S00.KM I
8  Camal Pertahun Rp. 350.000
9) | Lurah Pertahun Rp. 250000
10) | Kepala Puskeamas - Perlahun Rp.  300.000
11) | Rumah Dinas Sckolah B Pertahun Rp. 200,000
"12) | Rumah Dinas Pertanian | Perkebunan Pertahun Rp. 200.000
13) | Rumah Dinas OPD Pertahun Rp. A00.000
'"14] | Gedung Kantin Pemda Pertahun Rp. 400,000
15] | Gedung PEK Perkegiatan Rp.1.000.000
16] | Gedung Dikdat Perkeglatan Rp. 500.000
17} | Gedung Bengkel Dildat Perkegiatan Rp. 200.000
' ¢. | Bangunan Reklame Neon Sign
1) [10x4m Perbulan Rp. 5.000.000
7] |[6x4m Perbulan Rp.3.000.000
3 |5x4m Perbilan Rp.2.500.000
4 |4x4m Perbulan Rp.2.000.000
5) [3x4m Perbulan Rp.1.500.000
6 |2x4m ~ Perbulan Rp. |.D00.000
d. | Bangunan Reklame EL&EE )
1) [10x4m Ferbulan Rp.3.000.000
| 2 |[6x4m Ferbulan Rp.1.750.000
3 |5x4m Perbualan Rp. 1.300.000
4 [4x4m Perbulan R, 1000000
5) [3x4m Perbulan Rp. 750.000
6) | 2x4m Perbulan Rp. 500.000 |
= | Ha nlgu.na.n Vidiotron |
Vidiotron Perhari Rp. 150,000
fi | PEMAKAIAN SARANA DAN FASILITAS
KEPELABUHAN e =t
Pengpunaan Lahan Gudang m?/Tahun Rp. 30.000
Penampungan .
Pengpunaan Lahan untik Kantin m2/ Takun Rp. S50.000
| Pelabuhan
7 -. Imgx.qlmpz SARANA OLAHRAGA B I
1 Pemakuian Lapangan Tenis jamflapangan Rp. 20,000
Pemakuinn Lapangan Badminton - jam flapangan Ep. 20,000
Pemakaian Lapangan Volley jam/ lapangnn Rp. 20.000
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| Pemakaian Lapangun Basker jin/ lapangan Rn. 50,000 |
Pemakaian J..up_ELng.H.n Zepakbola ja-un..flnpa.ngan Eqn. 50,000 !
. Pemakaian Lapangan Futsal jam,/lapangan Rp. S0.000 |
Pemakaian Lapangan Pelataran Area R Por event Rp.3.500.000 |
GOR Maduka Berhala
8 | Pelavanan Malil Jenaezah -
l-‘-c:nggu_:man Mobil Jenazah
Dalam kota < B km jauh, deka: (PP Rp 55000 Rp 70.000 [ Rp 125000
Ke Pemakaman Dalam kota =8 km Hp 70.000 | Rp 80000 | Rp 150.000
‘Luar Kota Dalam Fravins {satuan Rp 3500 |Rp 4000 | Rp 7.500 |
wili{il] perhari .
Luar Provins: per KM {PP| [satuan Rp 3.500 [Rp 4000 Rp T.500 |
wakm] perhari
9 | Pelayanan Mobil Ambulance
I =i Penggunaan Maobil Ambulance 5 N :
Dalam kora <8 ki jauh/dekat (PF) Ep B0 | Ep 70000 | Bp [25.000
Luar Kela Dalam Provinsi Per ko TP Ep 3500 'Rp 4000 | Bp  ¥.500
Luar Provisi Per km [P0} Hp 3500 |Rp 4000 | Rp 7.500
R Jasa Perawat Pendamping pasien; hari Ep 75 000 m
Jasa Dokter Pendamping Pasien/ hari . BEp 150,000 | Rp 130.000
10 | Pemakaian Fusilitas RSU Nurdin Hatmeah
12.1 E;T;gkn:'a:. Ruangand § Auls Per har (ke Ap 2000060 | Rp 1oo.0o0 REa00 0an
[ 12.4 Er]-a'aH::l 0K Knsong ditcrapkan scbesar |[diluar | Bp &00000  Rp 1500000 Rp TS0 (0




LAMPIRAN 11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
H(}M{JE | TAHUN 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBLUSI PERSETUJUAN BANCUNAN DAN CEDLING

PERHITUNCGAN BESARAN RETRIBUSI BANGIUINAN GEDUNG

Retribusi  dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemetintah Dacrah atas Lavanan
pemerikssan pemenuhan standar teknis, penertiban POG, lnspeksi bangunan gedung,
Pemerinlah SLF dan SBKBG, serta penetakan plakat SLF,

A. Rumus Perhitungan Retribusi

Nilal Retribusi (Nr}) : LLt.x{Tlo X SHST } It X Ibg

LLt x 3 (LI + L)

It . Ml x ¥ (bpxlplxFm

Keterangan ;

LLt : Luas Total Lanted

cieT g Slandar Hargs Satuan Tertinggi atau yang acheulumnyva dikenal

dengan TIERGN [ harga Satuan Bangunan Gedung Negara |
Indeks Lokalitas, vang merupalan persencase pengeali terhadag

Ho SHST yang dltetapkar oleh Pemerintah Dacrah.
It  Indeks Terinlegrasi
v : Indcks B0 Terhangunan
: Ruas Lantai loe-1
LBi {  Luas Basemen le-1
If : Indeks Fungsi
Bp . Baohat Parameror
Ip :  Indeks Parameter
Fm ¢ Fakior Kepemilikan

B. SBtandar Harga Satuan Tertinggl (SHST)

Merupalkan Harga Bangunan Gedung vang ditctapkan oleh Pemerintabh BEabuapaten
melalui Surst Keputusan Btandar Hargs Sstuan Tertinggh (SHET] digunakan untuk
perhitungan retribusi seluruh banpunen Gedung (milik pemerintah dan bukan milik
pemerintah). SHAET vang dipakal dalam perhitungan retribusi Bangunan Gedung
Megara Sederhana.



C. Indeks Besaran Lokalitas(llo)

D.

Indeks Lokaliths mencerminkan kondisi kekbususan nilai retribusi di Dacrah. Dengan
indeks tersebut pemerintah doaerab dapal menyesuaikan hasil skhir perhitungan
retribusi agar nilainya wajar dan tidak memberatlkan masyarakat,

Indeks Lokalitas [Ilo)

Mo Fungsi Banpunan Indelks Lokalicas[%:) Heterangan
1 i 3 4
1| Usaha -
| UMK 0,5
[ Non-UMK o 0.5
2 | Hunian
L 3_]..-ELI.'.ITE}I 0,4 Rumah Tapak
z4 Lantai 0.5 Rumah Tapak
| S (Woagpenes L gt =
4 | Fungsi Khusus 0,4
5 | Boaial Budaya 0.4
6 | Qanda/Campuran
Indeks Besaran Terintegrasi (it) :
rumus: [f x Y(byxIp)x Fm
Indeks Terintegritas | it)
Fungsi w Hiaxifileasi HIIEHI' Paramatar ‘ B hﬂ:: {ip}
T
' Ussha 1 Hn'rnp:-.km!n 2,3 = Ehlﬁg::l'lﬂ I
Seclethacs
1 o. Non Permanen
Llaaha [UMEM Prosatipe) Pemanansi 0,2 sl
Huiae il Rl LR - S B
IO mddan =2 lantai Lantai Junlab LusLal
Kegpamaan Q
Fungsi 1
Ehuaus
Saeial Audara 4 f Frlctar Hl!'pﬂ'l.'l_i::;i:l:tn
Gonda S Camgreran ok A, Peegara
J;E?::L:;nn ndan b. Perorsngan | Budays Usaha
b Luas = 500 m* don
=2 laiatal
Eelerangan .
Ir : Indeke Terintegras:
ir Indekes Fungsd
Hys : Bobat Parumeter
1] : Indek= Pararmsier
Fm ; Faktvd Kepsinilikan



F.

E.

Indeks Bangunan Gedung Terbangun [[bg|

FRumus Nr: Lit x (Flo x SHST )x It x Ibg

Nr : Nilai Retribusi

LLT : Luas Total Lantai Tertinggi
; Standar Harga Satuan

SHST Tertinggi

Lo : Indeks Lokalitas

It ; Indeks Terintegritas- 1

Ibg : Indeks Bangunan Gedung
terbangun

Indeks Terbagun (Ibg)
: Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun

Bangunan Gedung Bara |

= Rehabilitas /Renovasi BG

a. Sedang
b. Berat
- Pelestarian / Pemugaran
i, Pratama
b, Madya
| o Utama

0,45 x 50% = 0,225
065 x 50% = 0,325

0,65 x S0% = 0,325
0,45 x 50% = 0,225
0,30 x 50% = 0,150

Indeks Lokalitas ( Ilo)

Pangsi Indeks Lokalitas
Ho Eeéterangan | T i e ——
Bangunan Jin Nas. | Jln. Prov | JL. Eab. JL. Ling
o - Sederhana 0,5 0,5 0.5 0.4
Linien —
Tk sederhatia 0.5 | 0.5 0.5 0.4 _
| ( ks MikTo o4 | 04 0,4 0.3 |
2 saha i
Mon Mikro 05 0,5 &5 0.3
3 | Sosial Budaya | PAUD a/d SLTA 0,1 0,1 0,1 0,1
4 | Sosizl Budaya 0,3 0,3 0,3 0,3 |
5 | Khusus IEI-,E 0.5 0.5 0.5 |
Koofisien Jumlah Lantai
[ Eoofisien Jumlah Jumlah EKoofisien Jumlah
Juesiah Lantsi Lastad Lantal Labai
1 2 3 4
| Bascmen 3 lapis + [n} 1,393 + 0,1 {n) 31 1,686
. Basemen 3 lapis 1,393 32 1 L Fnth
| Bascmen 2 lapis 1,299 33 | 1,704
i Basemen 1 lapis 1,197 34 | 1,713 |




1 | 35 1,722
2 1,000 26 1,73
3 1,120 37 ¥ 1,738
4 ' I8 1,746
s | | ag 1,754
6 ' 40 1,761 =
7 o 1,768
a 43 1,775
i 9 e | e
10 i i | 44 1,780
11 e 1,795
12 46 '. 1,801
13 | 47 ' 1,807
14 i 'I 1.813
15 44 T 1818
16 50 | 223
17 i 51 1,828
| 18 52 | 1,833 ]
| 14 53 1,837
a0 54 1,841
21 R 55 - 1,845
22 56 1,549 |
[ 23 57 1,853
24 | - 58 1,856
25 1 se 1,859
B 26 D 1,862
) a7 60 + [n) 1,862 + 0,003 [n)
= _ 2
29
an

Keterangan
a.

b.

C.

Untuk basemen disebul koefisien jumilah

lapis

Untuk lantai disebut koefisien

jumlsh lantai

Koefisien jumlah lantal lapis digonakan dengan jumlah lantai
atau lapis basemen pada

bangunan gedung

Diatas 3 lapis besemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya

Diatas 60 lantai, koefisien ditambahlan 0,003 actiap lantainya

G. Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:

Eeterangan

Ll
KL

(¥ (LLixKL)) + ¥ (LBi x KB))

(T LLi + YLBI)

: Luas Lantai ke-1
- Koefisien Jumlah Lantai



H. Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Jumlah Pembangunan Prasarana | Indeks BG T::rba.ng'un
BG

"Bangunan Gedung Baru
- Rehabitas / Renaovasi BG

I.

Lbi
KBi

: Luas Basemen ke-1
: Koefisicn Jumlah Lapis

1

[T

0,45 x 205 =
0,225

b.

Berat

0,65 x 50% =
0,325

- P:::l:::atarian | Pemugaran

Rumus Retribusi Prasarana BG

Retribusi Prassarana BG : Vx I x Ibg x HSpbg

Kererangan :

v
l
Thg

H3pbg

' Volume
. Indekks Prasarana Bangunan Gedung
: Indeks BG Terbangun
: Harga Satuan Relribusi Prasarana Bangunan
Gedung

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

a. | Pratama 0,65 x 50% = 0,325
b, | Madya 0,435 x 50% = 0,225 ,
‘c. | Utama 0,30 x 50% = 0,15

Ne JENIS RETRIBUS] TARIF SATUAN KETERANGAN
I RETRIBUSI B
1 Pengpunasan Terigs: 100 Per jabwtan Mengikuti Kurs vang
Kerja Asing grang/ bulan berlaku
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